
MIPATI KBRINCI 
PROVINSI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI 
NOMOR : 069/ Rep 2,1 /2025 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN KERINCI 

BUPATI KERINCI 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam ranglca mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 
pubhk sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang 
balk dan untuk naewujudkan kepaatian hak clan kewajiban 
sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayamin 
pubhk, wajib menetapkan standar pelayanan, guna untuk 
memberilcan acuan penelaian kinerja dan kualitas 
penyelenggaraan pelayanan, 

ballwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud dalarn 
huruf a perlu naenetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinta Pada Dinas Penanamon 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci 
dengan Keputusan Bupati Kerinci. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
(Jndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundaam-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Nagar() 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nornor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana ratan beberapa kali diubah ter  VIM- 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah pengand Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah menjach 
Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia 5657); 

(Jndang-Undang Nomor 38 Tabun 2024 tentang Kabupaten 
Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tatum 2024 Namur 
144, tanabahan Lembaran Negara Nomor 6959); 



Peraturan Presiden Nomor 27 Tabun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinny, 

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembcntukan Produk liulcum Dacrah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tabun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Namur.  
80 Tahun 2015 tenting Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kcrinci Tatum 2015 Nonaor 21; 

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5); 

Peraturan Dacrah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penabentukan Produk Hukum Daergh 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Kennel. Tabun 2019 Nomor 9); 

10 Peraturan Bupati Kerinci Homer 2 Tahun 2023 tentang 
Organisasi, clan Tata Keria Perangkat Dacrah (Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci Tatum 2023 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN 
Menctapkan 

KESATU Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Pcnanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pinar Kabupaten Kerinci. 

KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman 
Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci 
sebagairnana tercantuna dalain lampiran yang merupakan Bagiati 
Tidak Terpisahkan dari Keputusan Bupati mi. 

KETIOA : Standar Pelayanan sebagaimana climaksud pada Diktum Kcsatu 
wajib dilaksanalcan °Leh penyelenggara/pelaksana dan sebagai 
acuan datum pcnilaian kinerja pelayanan °Eh pimpinan 
penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalrun 
penyelenggaraan pelayanan 

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Siulak 
pada tanggal 11  elitresz 2025 

CI 

Tembusart disampaikan kepada, Yth : 
1.1Petua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras. 
2.Inspektur Kab. Km-Ind di Siulak. 
3.1Capala Bappeda-Litbang Kab. Ketinei di Siulak. 
4.Kepala BRKPD Kab. Kerinci di Siulak 
5.Kabag Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar ). 
6.Yang bersanglcutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 



BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI  

MAXI UMAT PELAYANAN 

" DENGAN INI, KAMI BERJANJI SANGGUP MELAKSANAKIN PELAYANAN 
SESUAI DENGAN STANDAR YANG D1TETAPKAN DAN MEMBERIKAN 

PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN 
SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU 

MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKANKAN TIDAL< 
SESUAI " 

SIULAK, al*gr&crt 2025 

CI 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR : 
503/Kep. 2r5 /2025 
TENTANG PENETAPAN STANDAR 
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 
RISIKO PADA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU KABUPATEN KERINCI 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P1NTU 
KABUPATEN KERINCI 

I. SEKTOR PERTANLAN 

1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan 
2. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman 
3. Persetujuan Perubahan kapasitas Inclustri Pengolahan 1-lasil Pertanian 

Persetujuan Diversifikasi Usaha Pcrkebunan 
4. Rekomendasi untuk memperoleh RMU 

KONIPONEN PENTAIIIPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVER r 

No KOMPONEN URAIAN 

1. Persyaratan Pelayanan A. Persetujuan Perubahan Luas Lahan 
1. Profil perusahaan meliputi Akta 

Pendirian clan perubahan terakhir yang 
telah terdaftar di Kementerian Hukum 
dan Flak Azazi Manusia, komposisi 
kepemilikan salaam, susunan pengurus 
dan bidang usaha perusahaan 

2. Nomor Pala* Wajib Pajak 
3. Bukti Tunas PBB 
4. Bukti Kepesertaan BPJ8 

Ketenagakcrjaan dal-1E12LS Itesehatan 
5. Rekomendasi kesesuaian dengan 

Perencanaan Pembangonan 
Perkebunan Provinsi dad Cubernur 

6. PKKPR/Izin Lokasi yang masih berlMzu 
dilengkapi dengan peta digital calon 
lokasi dengan skala 1:100.000 atou 
1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) . 
sesuai dengan Pcraturan PerundanZ-
undangan 

7. loin Lokasi yang dilengkapi dengan 
pela digital salon lokasi dengan skate_ 
1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta 
dan file elelctronik) sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan 

III '61 



9. Rencana kerja pembangunial 
kebun PT. ( termasuk ream= 
fasilitasi pembangunan kebun 
rnasyarakat sekitar) 

9. Pcrsetujuan Lingkungan Bain 
Lingkungan Surat Parnyataan dati 
Direktur /Pimpinan PT...tentanja 
kesan• • a•an PT =Mk : 

a. memiliki sumber daya manusia, 
sarana, rasarana clan system 
untuk melalculcan pengendalian 
organisme pengganggu 
tanaman (OFF) 

b. memiliki sumber daya 
manusia, sarana, prasarar:a 
clan system untuk melakukan 
pembukaan lahan tanpa bakar 
scrta pengendalian kebalcaran 

C. Memfasilitasi pembangunan 
kebun masyarakat saint= yang 
dilengkapi dengan tencariat 
Testa dan rcncana pcmbiayaan, 
clan 

d. Melalcsanalcan kemitraan 
dengan pckcbun, karyavran 
dan/atau masayarakat sekitar 
perkebunan 

11.8urat Pernyataan dari Direktur/ 
Pimpinan PT.bahwa status 
Perusahaan Perkebunan sebagai 
usaha mandiri atau bagian dani 
kelompek (group) Perusahaan 
Perkebunan belum menguasai 
lahan melebihi betas paling lua.s 
yang diatur detain Peraturan. 
Menteri Pertanian tanning 
Pedoman Perizinan Usalia. 
Perkebunan 

12.Hasil Penilaiaaa Usaha Perkebunan 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Pertanian tentang Penilaian Usaba. 
Perkebunan 

13. Laporan Kemajnan Pisik clan 
=Tongan Perusahaan. 

B. Pcrsetujuan Poubahan Janis 
Tanaman 
1. Profil Perusahaan yang meliputi 

Akta Pendirian dan perubahan 
terakhir yang telah terdaftar r(i 
Kcmenterian Hukuna dan Hak 
Asasi Manusia, Komposisi 
kepemilikaaa saharn, susunan 
Pengurus clan bidang usalaa 
perusahaan 

2. IIJP-B atau 'UP serta SIC. I-IGU 
3. Rekomenclasi date Dimas 

Kabupaten yang membidangi 
perkenunan sesuai Kewenangan 

4. Ponca= kerja terata perubahan 



jenis [anal/Ian 
5. Izin Lingkungan 
6. Basil Penilaian Usaha 

Perkebunan berdasarkan 
Peraturan Menten Pertaman 
tentang Penilaian Usaha 
Perkebunan 

7 Namur Pokok Wajib Pajak 
8 Bukti Lunas PBS 
9 Bukti Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan. 

Persetujuan Perubahan.Kapasitas 
Industri Pengolahan Basil 
Perkebunan 
.1. 'Up-P clan IUP 
Z. Profit Perusahactri meluputi akta 

Pendirian dan Perubahan terakhir 
yang telah terdattar di 
Kernenterima Hukum clan Flak 
Asasi Malaysia, Komposisi 
kepemilikan saham, susunan 
penoarus clan bidang usaha 
perusahaan 

a. Rekomendasi ketersediaan 
bahan balm dan i OPD teknis 
Kabupaten 

4. Rencana kerja perusahaan 
tentang penambahan kapasitas 

5. Izin Lingkyngan 
6. Basil Penilaian Usaha 

Perkebunan berdasarkan 
Peraturan Menteri Pertanian 
tentang Penilaian Usaha. 
Perkebunan 

7. Namur Pokok Watib Pajak 
8. Bukti Lunas PBB 
9. Bukti Kepesertaan. BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan 

D. Persetutuan Diversifikasi Usaha 
Perkebunan 
1. 1UP-B atau IUP 
2. Profil Perusahaan ineluputi akta 

Pendirian clan Perubahan terakhir 
yang telah terdaftar di 
Kementerian Hukum clan Flak 
Asasi Manusia, Komposisi 
kepemilikan saham, susunan 
Pengurus dan bidang usaha 
perusahaan 

3. Ramona Rena tentang diversifikasi 
usaha 

4. Surat dukungarx Kepala 
5. Dinasyang membidangi 

perkebunan Kabupaten 
6. Surat clukungan diversifikasi 

usaha dart Instansi terkait 



7. Izin Linglrungan 
8. Basil Penilaian Usaha 

Perkebunan berdasarkan 
Peraturan Menteri Pertanian 
tentang Penilaian Usaha 
Perkethanan 

9. Nomor Pokok Wajib Pajak 
10.Bukti Lamas PBB 
11 Bukti Kepesertaan ERIS 

Ketenagakerjaan dan BP.JS 
Kesehatan. 

a Rekomendasi Untuk Memperoleh 
RMU 
Pcrrnohonan bermaterai R p.10.000,- 
1. Potocopy e-KTP permohon 
2. Pasfoto warna 3x4 (2 lembar) 
3. Potocopi hale kepemilikan tanah 
4. Surat Kuasa dan fotocopy KTP 

apabila Pengajuan permohonan 
tidak langsung dilak-ukan °ion 
pemohon bermaterai Rp.10.000,- 

5. Potocopy Akta perdiricm 
perusahan dan/atati 
perubahannya yang Wirth 
mcndapatkanpengesahan 
/persetujuan / pemberitahuan 
clari Menteri 14ukum dan licd< 
Assaf Manusia bagi Perseroan 
Terbatas (117) dan tclah terdaftar 

• di Pengadilan Negeri bagi 
Perseroan Komanditer (CV) bagi 
permohon yang berbadan hukum. 

6. Fottacopy NPWP yang status wajib 
pajaknya telah dikonfirmasi 
melalui sistem inforrnasi pada 
Pemerintaid Daerah yang 
terhubung dengan sistem 
informast clan Aplikasi pada Dirjen 
Pajak. 

7. Fotocopy IMB/13PC, (khusus bag' 
pcmohon yang berbadan hulrum) 



B. Foto lokasi 3R 
9. Peta lokasi yang diketahui oink 

RT/RW Kcpala Desa /Lurah. 
10.Bukti tunas PBS 
11.13ukti Kepesertaan BPJS 

Metenagakerjaan dan/atau BIBIS 
Kesehatan 

12.Map tulang kertas warna merah. 

2 Sistem, Mekanisme, dart 1. Pemohon mengisi form permohonan 
Prosedur dengan dilengkapi persyaratan 

administrasi yang ditetapkaa balk 
softcopy monaptin hardcopy atau 
melakukan pendaftaran. 

2. Pctugas pendaftaran perizinan 
meneliti persyruatan administrasi 
scsuai dengan izin yang dimohon. 

3. Pctugas Front Office inemvalidasi dal-) 
memberikan tanda terima berkas 
permohonan, kemuctian cliteruskan 
ke Back Office. 

4. Petugas Back Office melak-ukan 
penffinputan data-data yang 
ditnauhkan pada draft naskah izin. 

5. Pejabat Fungsional yang membidangi 
perizinan melatouffint 

verifikasidan validasi 
berkas/ doh-us-teen permohonan 
melalui lembar kendali. 

6. Draft naskah izin diserahkan ke 
Kabid untuk dilakukan yalidasi. 

7. Naskah izin yang telah divalidasi 
selanjutnya diberi penomoran dart 
penetaffin izin. 

8. lain yang telah ditetapkan 
selanjutnya dilakukan 
penandatanganan secara elektronik 
oleh Xepala Dinas. 

9. Petugas Back Office menoetak izin 
dan meneruskan ke Front Office. 

10.Petugas Front Office menyerahkan 
Din kepada pemohon dengan 
meminta kembali hutch Lunda terima 
bcrkas danffitatt mengirimkan 

.nelaiui Email/WhatsApp pemohon, 
serta mengarahkan pemohon untuk 
mengisip kuesioner Survey 
Kepuasan Masyarakat (SXM). 
(Aitirl Flowchart terlampir)  

Jarigkii Waktu 1. liersetujuan Perubahan Luas Lahan, 
Pcnyc]csaian Layanan 3 had kcrja setelah persffiratan 

lengkap. 
2. Pcrsctujuan Perubahan Jenis 

Tanarnan, 3 hari kerja setclah 
persyaratan lengkap. 

3. Persetujuan Perubahan kapasitas 
lndustri Pengolahan Basil Pertanian, 
3 hari keija sctelah persyaratain 
lengkap. 

4. Persetujutua Diversifikasi Lffialea 
Perkebunan, 3 hart kerja setelah 
ersyaratan lengkap.  



4. Haya/Tanf 

5. RekOmenClaSi 1.1ntRk meMperOleh 
RMU, 3 hari kerja setelab 
ers tan lengkap.  

Pelayanan mi tidal( berbiaya (Gratis). 

5. Produk Pclayanan 1. Persetujuan Perubanan Luas Tartan 
2. Persetujuan Perubaban Janis 

Tanarnan 
3, Persetujuan Perubahan kapasitas 

Industri Pengolahan Basil 
Pertanian 

4 Persetujuan Diversifikasi Usaha 
Perkebunan 

5. Rekomendasi untok rnemperoleh 
RMU. 

Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan 
Pengaduan, Saran, dan Pelayanan Tcrpadu Sant. Pintu 
Masukan Kabupaten Kerinci menangani 

pcngaduan yang berhubungan 
langsung (Tongan pelayanan yang 
menjadi kewenangannya; 

2. Masyarakat dapat menyampaikan 
pengaduan, saran dan masukan 
melalui 
a. Petugas pengaduan; 
b. Surat; 
c. Kotak pengaduan, saran dan 

masukan; 
ð. Website melalui alarnat 

Kepttasan Masyarakat melalui 
alarnat ht_Laj.: 

3. Pengaduan yang disampaikan secant. 
langsung dart dapat diselesaikan 
saat pengaduan ditcrima make. 
petugas pengaduan akar 
manyampaikata jawaban saat itu 
juga clengan sepengatahuan 
atasan/pirnpinan; 

4. Pengaduan yang memerlukan 
kajian lebih Ian:jut alcan 
diselesaikan melalui tahap; 
a. Itemeriksaan lapangan 
b. Rapat koordinasi. 

5. Jawaban atas pengaduan akan 
disarnpaikan secara lisan atom 
tertulis. 

KOMPONEN PEIVGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) 

  

Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 25 1 ahun 
2009 tentang Pelayanan Publik. 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 
2014 tentang Perkebunan. 

3. Peraturan Pemerintal; Republik 
Indonesia Namur 
5 Tabun 2021 tentang 
penyelenggaraan 

Pcrizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

      

         

         

• 



4. Peraturan Peinerintah Nomor 6 
Tanana 202 1 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusab EL 

di Daerah. 
5. Peraturan Menteri Pendayagurman 

Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedornan Standar 
Pelayanan. 

6. Peraturan Menteri Pertanian 
Komori 98/ Permentan/ 
OT.140/9/2013tentang Pedoman. 
Perizinan Usaha Perkebunan; 

7. Peraturan Mentor' Pertanian Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 
tentang Pelayanan Perizinan 
Benasaha Terintegrasi Sec are. 
Elektronik di Bidang Pertanian; 

B. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
15 Tahun 2021 tentang Stands/.  
Kagiatall Usalaa dan Standar Produk 
pada Penyelenggaraan Perizinan. 
Berusaha Berbasis Aisne° Sektor 
Pertanian. 

8 Samna, Prasarana 
dan/atau Fasibtas 

9. Peraturan Menteri Pendayagianaan 
Aparatur Negara dim Reformasi 

; Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standee.  
Pelayanan. 

10.Peraturan Mcnteri Dalam Nagar'. 
Nomor 138 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Daerat, 

Ii. Peraturan Daerah Kabupaten Kennel 
Namur 4 Tahun 2019 tentang. 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pinta. 

12, Peraturan Bupati Kerinci Norm' 
19 Tabun 2025 tentang 
Pendelegasian Kewenangan 
Penyelenggaraan Perizinan dan Non 
Perizinan Berusaha Berbasis Aisne° 
Kepada Kepala Dinas Penanamim 
Modal dan Pelayanan Terpadu Sail) 
Pintu Kabupaten Kerinci.  

Samna: 
a. Perangkat KOmpUter, printer dan 

scaner 
b. Alat Tulis Kantor 
C. Sistem Informasi 
Manajemen Perizinan Terpadu 
DPMPTSP 
d. Blanko/Formulir izin 
e. Brosur pengurusan izin 
f. Papan infommsi dan persyaratim. Min 
g. Telepon 

• 



ii Webaire. 
I. Jaringan Internet. 
j. Kotak pengaduan. 
k. Kamera pengswas CCTV. 
I. Mcsin rotokopi. 
m. Pendingin ruangan. 
n. Tcleyisi. 
o. Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 
p. Alat pengukur kepuasan layanan. 

Prasarana: 
a. Loket Infers/Iasi. 
b. Lakct Pclayanan. 
C. Mesin Antrian. 
d. Loket Administrasi Perizinan (Front 

Office) dan Tim Teknis Perizirian. 
(Back Office) 

e. Loket Pengaduan. 
F. Ruang layanan konsultasi. 
g. Loket Pengarnbilan Din 
h. Loket Kasir/bendahara 
L Ruang Penyimpanan Arsip. 
j. Ruang tunggu. 
k. Ruang rapat. 
I. Ruang laktasi. 
rrLFZuan• hermain anak 
a. Ruang Perpustakaan. 
o. Tempat ibadah 
p. Halaman Parkir. 

9. Kompetensi Pelalcsana a. Pejabat Struktural 
kompetensi clan 

• kewenangan dibidang 
perizinart. 
Menguasai prosedur tentang 
penerbitan izin. 
Mengetahui dan memahami 
peraturan terkait perizinan. 

- Memenuhi k-ualifikasi 
selartgaimarta telah ditetapkan 
dalarn dolcumen standar 
kompetensi untuk jabatan 
terkait. 

b.Petugas Front Office 
- Pendidikan : Minimal lulusan 

SMA/Sederatat. 
- Pengalaman: 

Berwawasaaz luas. 
Pengetahuan Rena: 
• Memaharni tupoksi unit keijanya. 
• Memahami mekanisme dan 

administrasi perizinan. 
• Mengcta_hui dan 

mentalist tata cars 
penerbitan izin sektor 
Perttuaitm. 

- Keterampilan Kerja: 
• Dapat mengoperasikan computer.  
• Rarnah dan beroricntasi 

ada  kepitasart pelmaggan. 

• 



• Dapat bekerjasama dalam 
Disiplin, Jujur clan Bertanggang 
jawab. 

- Berpenarapilan Menarik. 
• 
C. Petugas Back Office 

- Pendidikan : Littman 1)3 atau 
isemua jurusan). 

- Pengalaman: 
Berwawasan lams. 

- Pengetahuan Kerja: 
• Memaharni tupoksi unit kerjanye 
• Memahanni mekanisme dan 

administrasi perizinen. 
• Mengetahui dan 

memahami tata Cara 
penerbitan izin sektor 

• Pertanian. 
- Keterampilan Kerja: 

• Dapat mengoperasikan computer. 
• Dapat bekeljasarna dalam tim. 
• Teliti dan cerrnat. 

- Disiplin, Jujus dan Bertanggung 
jawab. 

d.Tim Teknis 
- Pendidikan: Lulusan Si (semua 

jurusan). 
- Pengalaxnan: 

Serwawasan luas. 
- Pengetahuan Kerja: 

• Mernaharni tupoksi unit kerjanya. 

• Memahanni mekanisme dan 
administrasi perizinan. 

• Mengetahui dan memahami tata 
cam  
pcnerbitan izin sektor Pertanian. 

- Keterampitan Kerja: 
• Dapat mengoperasikan computer. 
• Dapat bekertasarria dalarn 
• Teliti dan carman 

- Disiplin, Jujur dan Sertanggung 
jawab. 

- Memenuhi kualifikasi sebagai 
anggota Tim Teknis 
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Pengawasan Internal 

Jumlah Pelaksana  

Jam nan Pelayanan 

 

1. Pemantauan kinerja dilakukan 
dengan mengmanakan kartu kendali 
pelayanan yang melekat pada berkas 
pelayanan. 

2. Kasha kendali ini akan mengikuti 
proses perjalanart (parkas dad satu 
petugas Ice petugas lainrwa dari 
mulai diterimanya berkas hingga 
pemprosesan berkas selesai. 

3. Sctiap petugas wajib naelalcukan 
Paraf dart tanggal penyerahan den 
penerimaan sesuai dengan alurnya. 
Dengcm demikian akan dapat 
diketahui dimana letak kesalahan 
jika tedadi ketcrlambatan Mau 
penyelesaian pelayanan yang tidalc 
scsuai dengan wakau yang tenth 
ditentukan. 

4.Kartu lcendali akan dikumpufican 
sctiap walctu Mau Ketika terjadi 
komplain dad pemohon untuk 
ditindaklanjutl.  

Jumlah petugas yang terlibat untulc 
melakukan pelayanan sedan izindertis 
layanan ini adalah 17 (tujuh betas) 
orang, yalmi: 
. 1 orang peabat eselon 11 
- 1 orang pejabat 
struktural/administrator. 

-3 orang pejabat fungsionaUse a 
eselon IV. 

-4 orang petugas Front Office, 
-8 orang petugas Back Office. 

• JumIsh personil Um 
teknismonyesualkan 

kebutuhan,  
a.Apabila produk layanan sudah selesai 

rnaka petugas wajib menginformasikan 
kepada pemohon rnelahri 
Telepon/WA/Tracking System, 

b.Apabila produk layanan sudah selesai 
data dalam waktu 1 (satu) bulan dad 
tanggal se1esainya belum diambi1 
pemohon, maka petugas membusa 
pernberitalman kepada pemohon agar 
segera mengambil produk layanan 
tcrsebut. 

 

        

 

13. 

 

Jaminan Keamanan 
ds_n Keselarnstan 
Pelayanan 

 

1.Untuk mcnjamin Imamanan dalam 
Penyelenggaraan pelayanan 
disediakan petugas kearnanan yang 
akan ditugaskart di area lokeL 
pelayanan. 

2.Gectung pelayanan dilengkapi dengan 
Mat Pemadam Api Ringan (APAR) serta 
kamera CCTV. 

3.Surat izin/Surat keputusan izin 
dibubuhi tanda tangan elek-tronik, 
sehingga dijamin keasliannya. 

4.Surat Izin/Surat Keputusan Min 
menggunakan kertas berkop Dinas 

5.Pada SK izin dilengkapi dengar 
barkode. 

  

              

ÌI 



Evaluasi kinerja pelaksana 
dimaksudkan untuk mengetahui 
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan standar pelayanan. 
Adapun upaya ini alcan dilaksanaltain 
dengan) 
atMelalcukan survey indeks kepuasan 

masyarakat 
al. Survey dilakukan kepada 

masyarakat pengguna layanan 
Dinas Penanaman Modal clan 
Pclayanan Terpadu Satu Platy 
Kabupaten Kerinci untuk 
mengukur mutu dan k-ualitas 
pelayanan kepada Masyarakat 
serta untuk mengatahui tingkat 
kepuasan masyarakat dan 
menjaring keluhan tcrhadap 
pclalcsanaan pelayanan. 

a.2. Survey dilakukan secara tents 
menerus dengan meminta 
kepada pengguna layanan 
untuk mengisi kuesioner yang 
terdapat pada Survei Kepuasan 
Masyarakat online 
aenganalarnat 
hap] /www.lapor pada saat 
mcngambil naskah perizinan 
dantatau nonperizinan di 
Dinas Penanamtua Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupatcn Kerinci. 

Pengolahan data untuk 
mengetahui angka Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
dilalcukan secara periodik setiap 
Semester (enarn bulan sckali). 

a.4. Hash l survey berdasarkan 
pedoman pengolahan data SKM 
(Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi) 

a.S. Hasil survey dcngan incicks 
persepsi "kurang balk" 
ditindalchuduti dengan 
melakulcan pembahasan 
bersama bagian terlcait untuk 
dicarikan jalan keluar untuk 
dapat meningkatkan indeks clan 
dibuatkan perenctmaan tindak 
lanjut untuk perbaikan pada 
unsur-unsur yang dinilai masih 
rendah. 

b.Penilaian kincrja pcgawai oleh 
Subbagian Umum clan Kepegawaian.  

EvaIllaSt Kineija 



SEKTOR KESEHATAN: 
1. Surat Min Praktik Dokter Umum. 
2. Surat lain Praktik Dokter Gigi. 
3. Surat Min Praktik Dokter Spcsialis. 
4. Surat lain Praktik Dokter Gigi Spesialis. 
5. Surat Izin Praktik Psikologi Klink 
G. Stunt lain Praktik Pera3vat. 
7. Surat Izin Praktik Bidan. 
8. Surat lain Praktik Apoteker. 
9. Surat lain Praktik Tenaga Refarmasian. 
10. Surat lain Praktik Epidemiolog Kesehatan. 
11. Surat lain Praktik Promosi Kesehatan clan Ilmu Pcrilaku (SISM). 
12. Surat lain Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja. 
13. Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.. 
14. Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan. 
15. Surat lain Praktik Repraduksi dan Keluarga. 
16. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Linglcungan. 

17. Surat Izin Praktik Entomalogi Kesehatan. 
18.Surat Izin Praktik Mikrobiologi Kcschatan. 
19. Surat Izin Praktik Nutrisionis, 
20. Surat Min Praktik Dietisien. 
21. Surat Izin Praktik Pisioterapis. 
22. Surat Inn Praktik Oleupasi Terapis. 
23. Surat Izin Praktik Terapis Wicara. 
24. Surat 'yin Praktik Akapuntur. 
25. Surat Izin Prektik Perekam Medis clan Informasi Kesehaters. 

26. Surat rain Praktik teknik Kardiovaskuler. 
27.Surat Izin Praktik Refraksionis Optisiert 
28.Surat Izin Praktik Teknisi (Mgi. 
29.Surat Izin Praktik Pcnata Anestest 
30.Surat Izin Praktik Terapis Gigi clan Mulut. 
31.SuraL Izin Praktik Audiologis. 
32.Surat lain Praktik Radiegrafer. 
33. Surat Min Praktik Elektromcdis, 
34, Surat Min Praktik Ahli Laboratorium Medik. 

35. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik. 

36. Surat lain Praktik Radioterapis. 

37. Surat lain Praktik Ortotik Prostetik. 

38. Surat lain Praktik Tenaga kesekatan Tradisional Interkontinental. 

39. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional. 

40. Min Pekerjaan 'fulcrum Gigi. 
41. Izin Operasional Puskesmas. 
42. Min Unit Transfusi Daralt 
43.1zin PcnycIenggaraan Griya Sehat. 
44. Surat Terdafter Penyehat Tradisional (STPT) 



KONIPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY? 

NO K(9MPONEN URAIAN 

Persyaratan Pelayanan 1:Surat lzin Praktik Dokter Ilmum (SIP] 
1) Fotokopi Kaaba Tanda Penduclali 

(KTP). 
2] Fotokopi Ijazah Profesi. 
3] Fotokopi Surat  Tanda Registrah 

(STR) yang masih berlaku clan. 
dilegalisir Well KM. 

4] Surat  pernyataan mempunyai 
tempat pralctik, atau sum( 
keterangan dan i fasilitas pelayanati 
kcsehatan sebagai tcmpat 
pralatikaya. 

ri] Surat persetujuan dan i stasan 
langsung bagi Dokter dan Pokier 
Gig] yang bekerja pada 
instansi / fasilitas pelayanati 
kesehatan pemerintala atau pack] 
instansi/fasilitas pelayanan 
kesehatan lain secara puma watch]. 

6) Surat Relcomendasi dart Organism]] 
Profcsi Ikatan Dokter Indonesia (IN 
atau PDGI), sesuai tempat 
praktiknya. 

7) Rckomendasi SPPI, bag] preach]] 
mandiri. 

8) Surat Rekomendasi dari Dinas 
Kesehataaa. 

9) Fotokopi SIP sebelumnya (untuk 
SIP yang ke-2 clan ke-3). 

•10) Fotokopi NPWP 
11) Paspoto berwarna ulcuran 3 x 4 - 

2 lembar 
dan 4 x 5 - 3 lembar. 

12) Sukti kepesertaan BPJS 
Ketcnagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan. 

13) Buldi lunas PBB. 
(Jika ada 
perubahan/perbedaan/ 
ketidaksesuaian, maka mengaeu. 
pada peraturan perundang-
undanganyang berlalm). 

2. Surat Jain Praktik Dokter Gigi 
1) Fotokopi Kartu 'Panda Penduthils 

(KTP). 
2) Fotokopi hasult Proles]. 
3) Fotokopi Surat Muria Registrasi 

(STIC) yang masin berlaku dan 
dilegalisir oleh  

4) Surat pernyataan mempunyai 
tempat praktik, atau aura 
keterangan dan i fasilitas pelayanan 

 kesehatan sebagai tempat 



praktIkIlya. 
5) Surat persetujuan dari ataserx 

langsung bagi Dokter dan Bolder 
Gigi yang bekerja pada instansi/ 
fasilitas pelayanankeaehatan 
pemerintah atau pada 
met ansi/ fasilitas pelayanan 
kesehatan lain secara puma waktu. 

6) Surat Rekomendasi dari Organisasi 
Profesi (IDI atau POW), sesusi 
tempat praktilcnya. 

7) Rekomendasi SPPL bagi praktil 
mandiri. 

P) Surat Rekomendasi ctari Dine-
Kesehatan. 

9) Fotokopi SIP sebelumnya (untuk 
SIP yang ke-2 dan kc-3). 

10) Fotokopi NPWP 
11) Phnom° berovarna Marren 3 x 4 - 

2 lembar dan 4 x 6 - 3 lembar. 
12) Bukti kepesertaan BRIS 

' Kctenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan. 

13) Bukti tunas PBS. 
(Lika ada Photbahan 
perbedaan / keticlak semaian, 
maka mengacu pada peraturan 

3. Surat Lein Praktik Dokter Spesialis 
1) Rosettes) Kartu Lands Pendudul 

(KTP). 
2) Fotokopi NPWP 
3) Paspoto berwarna ulturan 3 x 4 - 

1 lembar 
dan 4 x 6 - 2 lembar. 

4) Surat Rekomendasidati 
Organisasi Pmfesilkatan 
Dokter Indonesia UPI atau PD(11). 

5) Rekomendasi SPPL bagi praktik 
mandiri. 

6) Surat Rekomendasi dan i Dinas 
Ke se /oaten. 

7) Fotokopi Surat Tsuada Registrasi 
(SLR) yang masih berlaku clan 
dilegatisir oleh KILL 

8) Fotokopi ljazah Profest 
9) Surat pernyataan telah mempunyai 

tempat praktik berrnaterai 10.000 
(untuk SIP yang Ice 2 dan ke 3). 

10) Bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan/atau BRIS 
Kesehatan. 

11) Surat persetujuan dari atasan 
langsung bagi Dokter elan Dokter 
Gigi yang bekerja pada 
instansi/fasilitas 
pelayanankesehatan pemerintah 
atau pada instansi/fasilitan 
pelayanan kesenatan lain secant 
purna waktu. 

12) Fotokopi SIP sebelumnya (UMW() 
SIP yang ke-2 clan ke-3). 



•13) Bukti lunas P1313. 
(Jika ada Perubahan /perbedaan 
ficetidaksestiaian, maka mengama 
pada peraturan perundang 
undangan yang berlakm). 

4. Surat lain Praktik Dokter Gigi 
Spestalis 
1) Fotokopi Kartu Tanda Pendutialt 

(KTP). 
Fotokopi NPWP 

3) Paspoto berwarna ukuran 3 x 4 = 
1 lanbar clan 4 x 6 - 2 Imnbar, 

4) Surat Relcomendasidari 
Organisasi Profesi Ikatan 
Dokter Indonesia (IDI atau PDGI). 

5] Rekomendasi SPPL bagi praktik 
• mandirt 
61 Surat Rekomendasi dan i Dinas 

Kesehatan, 
7] Fotokopi Surat Tanda Registrasi 

• (STR) yang masih bcrlaku dan 
dilegalisir oleh KKI. 

0) Fotokopi ljazah Protest 
9] Surat pernyataan telah merapunyai. 

tcmpat praktik bermaterai 10.000 
(untuk SIP yang Ice 2 dan ice 3). 

10) Bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dark BPJS 
Kesehatan. 

11) Surat persctujuan dan i atasan. 
langsung bagi Doh-ter don Dokter 
Gigi yang bekerja pads. 
instimshi fasilitas pelayanan 
kcsehatan pemerhatah atau 
pada instansi/ fasilitas pclayanan 
kesehatan lain sccara puma walcat 

12) Iscitokopi SIP seloclumnya (untuk 
SIP yang ke-2 dan ke-3). 

13) Sakti tunas P1313. 
(Jika ada 
perubahan/perbedaan/ 
ketidalcsesuaian, maka mengacu 
pada peraturan 

5. Praktik Psikologi minis. 
1) Fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk 
2) Fotokopi NPWP. 
3) Fotokopi ljazah yang dilegalisasi. 
4) Fotokopi STRPK yang masitt 

berlaku dan dilegalisasi ash- 
5) Surat keterangan sehat dan i dokter 

yang memiliki surat izin praktik. 
6) Surat pemyatsan memiliki tempat 

praktik atait surat ketersaagan dani 
Pimpinan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan tempat Psikolog Minis 
berpralctik. 



7) Pas fat° "[altar] berwasna akUran 
x 6 - 3 lembar. 

8) Rekomendasi dari Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten. 

9) Rekomendasi dari Organisas 
Profesi. 

10) Bukti kcpesertaan BPJS  
Ketenagakerjaan clan BPJS 
Kesehatan. 

11) Bukti lunas Pl3B. 
(Jika ada Perubahan perhedaan 
/ketidaksesuatan, maka mengacu 
pada peraturan perundang-
undangan yang bcrlaku). 

6. Surat lain Praktik Perawat. 
1) Surat Perrnohonan 
2) Fotokopi STR yang ma Ts berlaku. 
3) Fotokopi ljazah 
4) Fotokopi KTP 
5) Fotokopi NPWP 
6) Surat Keterngan Sehat dari Dokter 
7) Surat keterangan dart 

pimpinan sarana pelayanan 
Kesehatan yang menyatakan 
tanggal mulai bekerja (SPM'f) 

8) Pas iota ukuran 4x6 sebanyak 3 
(tiga) lembar 

9) Bukti kepescrtaan BPJS 
Ketcnagakecjaan dan/atau 
BPJS Kesehatan 

10) Surat Rekomcndasi dari Dinas 
Keschatan 

11) Surat Rekomendasi dari 
Organisasi Profesi. 

12) Bukti lunas PBB. (Jika ada 
perubahan/perbedaaniketidalc 
sesuaian maka rnengacu pada 
peratUrall perundang- unclangan 
yang berlalca). 

7 Surat Izin Praktik Bidan. 
I) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi STRIP masih berlaku; 
3) Fotokopi ljazah; 

Fotokopi KTP; 
5) Surat keterangan sehat dari 

dokter; 
6) Surat keterangan dart pimpinan 

sararta pelayanan kesehatan 
yang mcnyatakan tcmgga1 mulai 
bekerja (SPMT) atau surat 
pernyataan mulai praktik bast 
bida» prsktik mandira 

• 



7) Surat pernyataen memiliki 
tempat Praktik; 

8) Rekomendasi dari Organicasi 
Profcsi; 

9] Relcomendasi Spa bagi praktik 
mandiri; 

10) Pas fob o ukuran 4x6 
sebanyak 3 (tiga) Lembar; 

11) Bukti kepcseratan BPJS 
Ketenagakerj  an den BPJS 
KesehaLan 

12) Surat Rekomendasi dart Dinas 
Kesehatan. 

13) Bukti lunas BB. ( Jika ada 
Perubaban / perbcdaan 
Iketidaksesuaian, maka mengam] 
pada peraturen perundang-
undangan yang berlaku). 

B. Surat loin Praktik Apotaker. 
1) Surat Pent-spherical: 
2) Potokopi SIB masih berlaku; 
3) Fotokopi ljartah; 
4] Fotokopi KTP; 
5) Surat keterangan sehat dart 

Joiner; 
6) Surat kcterangan dart 

pimpinan sarana pelayanan 
kesehatan yang menyatakan 
tanggal mulai bekerja 
(SPRIT); 

7] Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 
(tiga) lembar; 

8] Bukti BPJS 
Ketenagakcrjaan dan BPJS 
Kesehatarn 

9) Rckomenclasi kepala dinas 
kcsehatan kabupaten. 

10) anal'. 
tunas 
PBB. (Jika 
ada 
perubahan/ perbedaan/ketidaksesuai 
an, maka mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang bcrlak-u). 

9 Pgurat  lain Praktik Tenaga 
Hefarmasian. 
1] Surat Permohonan; 

Fotoko i SIB an masih berlaku; 
3) Fotokopi ljazah; 
4) Fotolcopi KTP; 
5) Surat keterangan sehat dart 

dokten 
6) Surat keterangan dart 

p impinan saran a pelayanan 
kesehatan yang menyatakan 
tanggal mulai bekerja 
(SPRIT);  

II 



7) Pas tot° ukuran 4x6 sebanyak 3 
a) Bukti kepesertaan EFTS 

Ketenagakerjaan dara BPJS 
Kesehatam 

9) Rekomendasi kepala dinas 
kesehatan kahupaten. 

10) Hukti hums PBB. (dika ads 
perubahan / perbedaan/ketidak 
sesuaian, 'Lanka mengacu pada 
peraturan perundanga undangan 
yang berlaku). 

10.Surat loin Praktik Epidemielog 
Kesehatan. 
1) Surat Permohonan; 
2) Nestor Induk Kependudukan (NIK) 
3) Surat pernyataan domisili yang 

disahkan oleh Desa/Kelurahan 
setempat (bagi yang alamat 
NTK tidak sesuai dcngan 
alsmai Lempat tinggat); 

4) Surat Tends. Registrasi (STR) 
yang masih berlaku; 

5) Fotokopi bank; 
6) Surat pernyataan 

memiliki tempat 
kelja/praktik di fasilitas 
Kesehatan; 

7) Surat keterangan dari 
pimpinan sarana pelaysaaan 
keschatan yang menyatalyan 
beketja pada sarana yang 
bcrsanglcutan; 

7) Pas Sato ukuran 4x6 
sebanyak 3 (tiga) 'ember; 

81 Pekomendasi dari organisasi 
profesi; 

9) Rekomcndasi Kepaht Ulnas 
Kesehatan Kabupaten 
Kerinci. 

10) Bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagakeljaan dan BPJS 
Koschatan; 

11) Bukti tunas PBS. (Jika ada 
perubahan/perbedaan/ketidalc 
sesuaian, maka mengacu pada 
peraturan perundang- undangan 
yang berlaku). 

11.Surat lain Praktik Prone:Dal 
Kesehatan den Ilrau Perilaku 
(SIM). 
1) Surat Permolaonan; 
2) Fotokopi KTP: 
31 Fotokopi Ijarsh; 
4) Sin-at keterangan sehat clan tidak 

Tanta warna dari dokter yang 
memiliki SIP; 

s) Surat keterangan dari 
nimpinan sarana pelayanan  



keSehatan yang menyatakan 
tanggal mulai bekerja (SRIVIT) dan 
masih bekerja pada sarana yang 
bersangkutara 

7) Pas foto ukuran 4x6 
sebanyak 2 (dua) lembar; 

8) Bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan BRIS 
Kesehatan; 

9) Rekomendasi dart asosiasi. 
10) Bukti lures PBB. (Jika ada 

perubahan/perbedaan/ketidak 
sesvaian, make mengacu pada 
peraturan perundang- undangan 
yang berlaku). 

12.Surat Inks Praktik Pennsimbing 
Kesehatan Kesja. 
1) Surat Permohonan bermaterai 

10.000 
2) identitas Pemohon? WNI a. KTP 

elektronik Renaohon b. Surat 
Keterangan Domisili dart 
Kelurahan bagi KTP Non 
Karimun? WNA a. Kartu Izin 
Tinggal Terbatas (KITAS) Mau 
VISA clan Paspor b. Bilk-a lulus 
Bahasa Indonesia dan i Pusat 
Bahasa Indonesia. a Surat 
Keterangan Tempat Tinggal 
(SKIT) 

3) Surat Tanda Regi 
4) strasi (5Th) yang mazih 

berlaku clan dilegalisir 
8] Fotoeopy NPWP 
6) 5TI2 atau STR sementara bagi WN 

, 7) Surat Rekomendasi dan Dines 
Teknis Terkait 

8] Pass fote berwanaa (Format Bile: 
JRG) 

9) Sertifikat Ash Surat Din Praktek 
Lama (bagi Perpanjangan/ 
Perubahan/ Pengajuan SIPPIXIC). 

10) Bukti kepesertaan BRJS 
Ketenagakerjaan dan BP IS 
Kesehatan; 

11) Bukti tunas PBB. (Jika ada 
perubalagm/perbedaan/kotidaksesnma 
n, malga mengaou pada peraturan 
perundang-undangan yang berlalcu). 

13.Surat Lein Praktik Tenaga 
Adrehnstrasi den Kebijaken 
Kesehatan. 
I) Surat permohonan 
2) Potocopy KTP dan NPWP 
2] Pot000py Ijazah yang dilegalisir 
4] Scan Surat Tanda Registrasi yang 

dilegalisir  

II 



15.Surat lain Praktik Reprodukst flan 
Keluarga. 
1) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi STAB yang masih 

masila berlaloa den dilegalisir; 
3) Fotokopi hasah; 
4) Fotokopi KTP; 
5) Surat keterangan sehat dari 

dokter yang memiliki izin 
praktek; 

6) Ash i surat pemyataan 
mempunyai tempat praktik, 
bermaterai 10.000; 

7) Surat Keterangan dari 
Pimpinan Fasilitas Pclayanan 
Kesehatan tempat berpraktik 
(kecuali praktik mandTi); 

8) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 
9) Surat Rekomendaai dart 

Organisasi Profcsi; 
10) Fotokopi NIISAM; 
11) Sakti kepesertaan BRCS 

Ketenagakerjaan clan BPJS 
Kesehatana 
Rekomenclasi kepala dinas 
kesehatan kabapaten. 

12) Bu18-6 hanas PBB. (Jika ada 
perubahan/perbcdaaniketidakses 
uaian, maka mengacu pada 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku). 

16.Surat Izin Praktik 
Tenaga Sanitasi 
Lingkungan. 
1) Surat PermoFinnan: 

Fotokopi BIB masih berlaku; 
3) Fotokopi 'jambe 
4) Fotokopi KTP; 
5) Surat keterangan sehat chari 

doktcr; 
6) Surat keterangan dari 

pimpinan sarana pelayanan 
kesehatan yang Menyatakan 
tanggal mulai beketja 
(SPMT); 

7) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3' 
8) Bukti kepesertaan BPJS 

Ketenagalcmjaan dan BPJS 
Kesehatana 

• 9) Rckomendasi Impala dinas 
kesehatan ka.bupaten. 

10) Buladi tunas PBB. (Jika ada 
perubahcm/perbedaaniketidaksesuaia 
n, malca mengada pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku). 

17.Surat Izin Praktik Entomologl 
Kenehatan. 
I) Surat Permohonan; 
2.) Fotokopi KTP  

• 



3] PutOk0171STR Entornolog 
Kesehatan; 

A) Surat keterangan sehat dari 
dokter yang memiliki surat 
gin prak-tik 

5) Surat pernyataan memiliki 
tempat locrja di Fasititas 
Pelayanan Kesehatan yang 
bersangkutan; 

6) Pas foto ulturan 4x6 schanyak 
7) Surat rekornendasi dati Kotula 

Din as; 
8) RekomencIasi dari Organisasi 

Protest_ 
9) Bukti kcpesertaan BPJS 

Ketcnagakerjaan dart BPJS 
Kesehatan; 

10) Bukti lunas PBB. (dika ada 
perubahart/perbedaanikendaksesuaia 
n, maka mengam pada peraturan 
perundangnandangan yang berlaku). 

18. Surat Izin Praktik Mikrobiologi 
Kesehatan. 
1) Surat Pertrohonan; 
2) Potokopi KTP; 
3) gyp LegsAsir; 
4) Surat pernyataan memiliki tempat 

praktik; 
Surat rekomendasi Organisasi 
Profesi 

6) Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 - 
2 lumbar; 

7) Surat keterangan dari 
Pirripinan PamRas Kesehatan; 

0) Surat pemyataan keaslian berkas. 
9) Relcomendasi data Kepala Dinas 

Keschatan. 
10) Bukti kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan den BPJS 
Kcselontarn 

11) Bukti lunas P81. (Jika ada 
perubahan/perbedaaniketidaksesuaia 
n, maka mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlak-u). 

19.Surat Izin Praktik Nutrisionia. 
1) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi bazah yang diregalisit; 
3) Fotokopi STRGz; 
4) Fotokopi XTP; 
5) Surat keterangan sehat dart 

dokter yang morainic" swat 
izin praktik; 

6) Surat pemyatarua rnemiliki 
tempat kerja di fasilitas 
pelayanan kesehatan atau 
tempat prokrik cancan; 

7) Pas foto terhatu berlatat 
belakang Binh ukuran 426 

B] Bukti kepesertaan EIMS 
Ketenagakeriaan  clan BlatIS   



KaSehatath 
9] Rekomendasi kepala dinas 

keschatart kabupaten; 
10) Rekomendasi dad Oragnisasi 

Profesi. 
11) Balkh. lunas PBB. (Jika ada 

PerubaharliPerbedaaniketidalesest 
aian maka naenganu pada 
peraturan perundang-undaugan 
yang berlaku). 

20.Surat Inn Praktik Dietisien. 
1) Surat Pennohonan; 
2] Fotokopi Ijazah yang dilegalisir; 

frotokopi STRGz; 
4] Fotokopi KTP; 
5] Surat kcterangan sehat dari 

dokter yang memiliki sunk 
izin praktek; 

6) Surat pemyataan memiliki 
tempat kerja di fasilitas 
pelayanan kcsehatim atau 
tenapat praldik mandiri; 

7) Pas foto terbaru berlatar 
belakang merah uleuran 486 
sebanyak 3 (tiga) lembar; 

9) Bukti kepesertazin BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS 
Keschatan; 

9) Rekomendasi kcpalia !Jima 
kesehatan kabupaten; 

10) Kekromendasi dari Organisast 
Pradesh 
MOM tunas PB13. pika ada 
perubahan/perbedaaniketida 
ksesuaian, make_ 

mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaleak. 

21. Surat Izin Praktik Plsioterapis. 
1) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi KTP; 
3) Fotokopi ljazah yang dilegalisir; 
4) Fotokopi SERF; 
5) Surat keterangan sabot dart 

dokter yang memiliki surat 
izin praldik; 

6) Surat pernyataan memiliki 
tempat kerja di fasihtas 
pelayanan Kesehatan atau 
tempat praktik mandiri; 

7] Pas foto terbaru 
berlatar belakang moral] 
ukuran 426 sebnnyak 3 (Li 

8) Balkh kepesertaan HP1S 
Ketenagakerjaan dart BPJS 
Kesehatan; 

9) Rckomendasi Impala dinas 
keschatan kabupaten; 

10) Rekomendasi dad Oragnisasi 
Profesi. 

II 



11) BUkti hulas PBB. ( Jika ada 
perubahan /perbedaan 
/ketidaksesuaian, maka 
rocngacu pada peraturan 
penindang-undangan yang 
bcrlaku). 

22. Surat lain Praktik Okupasi Terapic 
1) Surat Pm-motional-1; 
2) Fotokopi ljazah yang dilegalisir; 
3) Itotokopi Surat Tanda 

Registrasi Okupasi Terapis 
(STR-OT); 

4) Swat keterangan sehat den 
dokter yang men-Mild Surat 
Izin Praktik; 

5) Surat pemyataan mcmpunyai 
tempat koja di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan atau 
tcmpat praktik pelayanan 
Okupasi Terapi secara mandiri; 

7) Pas foto terbaru berIatar 
belakang orange ukuran 4 

8) Surat rekomendasi dani 
Organisasi Profesi, 

9) Rekmnendasi dart Kepaia Dinas 
Kesehatan. 

10)Bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan BRIS 
Kesehatan; 

11) Bukti tunas PBB. (Jika ada 
Perubahan I perbedaan/kctidatk 
sesuaian, maka mengacu pada 
peraturan perundtuag-undangan 
yang berlaku). 

23. Surat lain Praktik TerapiS Wicara, 
1) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi STR Iegalisir ash; 
3) Surat rekomendasi dari IKATWI; 
4) Surat keterangan sehat jasmani; 

Swat pernyataan memiliki 
tempat praktik atau surat 
kctarangan dart fasilitas 
pelayanan kesehatan sebagai 
tempat praktikiwa ditandatangi 
oleh pimpinan; 

6) Melampirkan fotokopi SIP TW 
pertama (bagi yang mcngajukan 
SIP kedua); 

7) Pas Iota benvama ukuran 3x4 02 
lembar. 

8) Rckomendasi dan i Kepala Dinas 
Kesehatan, 

9) Bukti kepesertaan EtRIS 
Ketenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan; 

10) Dulcet tunas PBS. (Jika ada 
pembahan/perbedaan/ketidaksesua 

maka tnengam pada peraturan 



perundang-Undangan yang beriaKuP1 

24. Surat Izin Praktik Alcupunttar. 
. 1) Surat permehanan; 

2) Surat Pernyataan Pemohon; 
3) 5Th yang masih berlak-u; 
4) Fotokopi basali Ash; 
5) SK dan i Sarana Pelayanan 

Keschatan Tempat Bokerja 
Yang Menyatalran Tanntcal 
Mulai Bckerja; 

6) Surat Rekomertdasi dart 
Organisasi Profesi; 

7) Surat Keterangan Sehat dart 
dokter yang punya SIP; 

7) tap atau (KTP plus Surat 
Keterangan Domisili dart 
dcsalkelurahan bila tempat 
tinggal tidak ensued KTP; 

8) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 3) 
2 toolbar; 

9) SIPAT di Fasilitas Pelayanan 
Kesehattan Lain/Tcmpat Kerja 
lain Yang Mosul. Berlaku atau 
Surat Pernyataan tidak 
memiliki tempat ketja lain; 

10) Rekomendasi Kepala Dinas 
Kesehatan. 

11) Bukti Impesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS 
Reach atan; 

12)Bukti 
lunas PBB. 
(Jika ads 
perubahan/perbedaan/ketidaksesua 

maka mengacu pads peraturan 
perundang-undangan yang berlaku). 

5 Surat bin Praktik Perekam 
Media dan Informasi 
Kesehatan. 
1) Surat Permehonarn 
2) Fotokopi KTP; 
3) Fotokopi NPWP; 
4) Fotokopi STR Perekam Media; 
5) Fotokopi Mania yang dilegalisin 
6) Surat keterangan sehat dani 

dokter; 
7) Surat pernyataan memounyai 

tcmpat kerja. 
3) Pas foto ulcuran 4x6 

sebanyak 2 (dua) embar; 
9) Surat rekeinendasi dart 

Organisesi Prefesi; 
10) Bukti kcpesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan clan BPJS 
Kesehatan; 



26. Surat !sin Praktik Teknisi Gigi. 
Surat Permohonan; 

2) Scan Ijazah yang dilcgalisir; 
3) Scan Surat Tanda Registrasi 

(STI2); 
4) Scan KTP Ash; 
5) Pas Fete Berwarna 

(diutamakan later marsh); 
6) Surat Keterangan Sehat Fisik; 
7) Surat Rekomcndasi Dani 

Organisasi Profesi Sesuai 
Tempat Kerja; 

8] SOP (Standar Operasiona1 
Prosedur) untuk Praktik 
Pribadi/Mandirn 

9) MoU Pembuangan Sabapah 
Medis (untuk Praktik 
Pribadi/Mandiri); 

10) Dallas Alat Kesehatan di 
Ruangan (untuk Praktik 
Pribadi/Mandiri); 

11] Denah Lokasi Tempat 
Praktik (untuk praktik 
pribadi/mandiri). 

12] Ruled kepesertaan BRIS 
Ketertagakerjaan dan BEMS 
Kcschatan; 

13) Rekomendasi Kepala Dinas 
Keschatan. 

14) Bukti banas PER. (Jika ada 
Perubahan / perbedaan 
/ ketidaksesuaian, maka m 
engactz pada peraturan 
perundang-undangan yang 
berlalcu). 

29 Surat lain Praktik Penata 
Anestesi. 
1) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi ICTP; 
3) Fotokopi NPWP; 
4) Fotokopi Ijazah Diploma III 

Keperawatan Anestesi yang 
disahkan oleh Pimpinan 
penyclenggara pendidikan; 

5) Fotokopi STRPA yang masih 
berlaku; 

6) Surat ketcrangan sehat dari 
dokter yang memiIiki SIP; 

7) Surat keterangan dart 
pimpinan fasilitas petayanan 
Kesehatan atau yang 
menyatakan masib bekerja 
pada fasilitas pelayaman 
kcschatan yang 
bersangkutan. 

8) Pas foto ulmran 4z6 
sebanyak 2 (dua) lembar; 

9) Surat rekomendasi dari 
Organisasi Profcsi; 

10 Bukti kc cscrtaan BPJS 



Ketenagakerjaan dun BPJS 
Ke sehat an; 

11) Rekomendasi kepala 
dinas kesehatan 
kabupaten; 

12) Bukti tunas PBB. 

30. Surat 12111 Praktik 'Paresis Gigi clan 
Mulut. 
1) Surat Pennohonan; 
2) Fotokopi KTP; 
3) Fotokopi NPV/P; 
4) Fotokopi STR Perekarn Media; 
5) Fotokopi Ijazah yang dilegalisir; 
6) Surat 1m-term-man sehat dad 

dokter; 
7) Surat pemyataan mempunyai 

tempat kerja. 
8) Pas foto ukuran 4x6 sebanyalc 

(dua) lembar; 
9) Surat rekomendasi dani 

Organisasi Prof-0st; 
10) Bukti kepesertaan BOSS 

Ketenagakedaan clan BPJS 
Kesehatan; 

11) Rekomendasi kepala 
dinas kesehatan 
kabupaten; 

12) Bukti tunas PBS; 

31. Surat Inn Praktik Audlologia. 
1) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi RIP; 
3) Fotokopi NPWP; 
4) Fotokopi STR yang dilcgalisin 
5) Surat pemyataan mempunyai 

tcmpat praktik profesi atcau 
surat keterangan dart 
pimpinan Fasilitas Pelayanan 
Kefannasian Mau dart 
nimpinan fasilitas produksi 
atau distribusi/penyaluran; 

6) Surat rekomendasi dart 
Organisasi Protest; 

7) Pas photo benvarna ukuran 4 x 
6 sebanyak 
2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 
2 (dua) lembar; 

/3) Rckomendasi dan i Kepala Dinas 
Kesehatan kabupaten/kota 
sotempat atau pejabat yang 
ditunjuk; 

9) rekomcndasi dan i Organisasi 
Profesi; 

10) Bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagakedaan dan ERIS 
Kesehatan; 

11) Bukti tunas PBB. 



32. Surat kin Praktik Radiografen 
1) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi KTP; 
3) Fotokopi NPWP; 
4) Fotokopi STR Radiografer; 
5) Fotokopi ljazah Radiografer yang 

6) Fotokopi sertifikat kompetensi; 
7) Surat keterangan sehat dari 

dokter yang memiliki surat 
izin praktik; 

8) Surat pernyataan mempunyai 
tempat kerja di fasilitas 
pelayanan Kesehatan atau 
tempat praktik; 

0) Pas foto berwarna terbaru 
ulturan 4x6 sebanyak 3 (tiga) 
lembatt 

9) Surat rekomendasi dart 
Organisasi Profesi (PART); 

10) Bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagaketjaan dan BPJS 
Kesehatan;  

11) Rekomendasi kepala 
dinas kesehatan 
kabupaten; 

12) Bukti tunas PBB; 

33. Surat Izin Praktik Elektromedla. 
1) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi Kartu Tanda Pendudult; 
3) Fotokopi NPWP; 
4) Fotokopi STR-E atau STR-E 

sementara bagi tcnaga 
Kesehatan Wargo. Ncgara Acing; 

5] Fotokopi ljazah yang dilegalisir; 
6) Surat keterangan sehat dari 

dokter yang memiliki surst 
jam praktik; 

7) Surat keterangan bekerja 
dari fasilitas pelayanan 
Kesehatan atau fasilitas 
Ke h tan yang 
bersangkaitan; 

8) Pas foto berwarna terbatu 
ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) 
Iembar; 

9) Surat rekomendasi dari 
Organisasi Profesi; 

10) Bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan clan BPJS 
Kcschatan; 

11) Rekomendasi kcpala 
dinas kesehatan 
kabupaten; 

12) Bukti tunas PBS; 

34. Surat lain Praktik Ahli 
Laboratorinm Medik. 
1) Surat Pcrmohonan; 
2) Fotokopi )(eau Tanda Penduduk; 

• 



3) ROtOkOpi PIMP; 
4) Potokopi STR-ATLM atau 

STR-ATLM sementara bagi 
tenaga Kesehatan Warga 
Negara Asing; 

5) Fotokopi hazah yang dilegalisir; 
4) Surat keterangan sehat dari 

dokter yang memiliki surat 
&in praktiln 

7) Surat keterarigan bekerja 
dari fasilitas pelayanan 
Kesehatan atau fasilitas 
Kesehatan yang 
bersangthatan; 

8) Pas Iota berwarna tcrbaru 
ulcuran 4x6 seberwak 2 (dna) 
lembar; 

9) Surat rektamendasi dari 
Organisasi Profesi; 

10) Bukti kepesertaan BPJS 
Keienagakeijaan dan BPJS 
Kesehatan; 

11) Rekomcndasi kepala 
dinas keschatan 
kabupaten; 

12) SIP-ATLM Panama (untuk 

k
p

e
ermoImnan SIP- ATLM yang 
duo) 
  

/3) Bukti tunas PBS( 

35. Surat Izin Praktik Fisikawan 
Medik. 
1] Surat Perrnohonart; 
2) Fotocopy KTP; 
3) Fotokopi STR-E atau STR-E 

sementara bagi tenaga 
Kesehatan Wargo. Negara Asing 
yang dilegalisir; 

4] Surat keterangan sehat dari 
dokter 

5) Surat pernyataan mempunyai 
tempt kerja di fasilitas 
pelayanan kcschatan; 

6) Surat persetujuan atasan 
langsung balk yang bekeija 
di fasilitas pelayanan 
Kesehatan atau fasilitas 
pclayanan Kesehatan 

. lainnya sccana purnawaktu; 
7) Pasphoto later marsh 4x6 (3 

lembar); 
8) Rekomendasi dari KepaIa 

Dinas Kcsehatan 
Kabupaten/Kota atau Pcjabat 
yang 
ditunjuk; 

9) Rekomendasi dad 
Organised Profesi 
diwilayah tempat praktik; 

lO Mclana irkan SIPFM 

uI 



pm-lama untuk 
melalcukan 
perpanjangan. 

11) MAO kepesertaan BPJS 
Kctenagaketlaan dan BPJS 
Kesehatan; 

12) Bukti hums PBS. 

36 Surat lain Praktik Radioterapla. 
1] Surat Permohonan; 
2) Fotakopi Kartu Tanda Penduduk; 
3] Fotokopi NPVVP; 
4) Fotokopi STR-E atau STR-E 

sementara bagi tenaga 
Kesehatan Warga Negara Asing; 
Fotokopi ljazah yang dilegalisin 

6) Surat ketcrangan sehat dart 
doktcr yang memiliki surat 
izin pralctik; 

7) Surat ketcrangan bekerja 
• dari fasilitas pelayanan 

Kesehatan atau fasilitas 
Kesehatan yang 
bersanglcutan; 

8) Pas Iota bet-mama terbaru 
ukuran 4x6 sebanyalc 2 (dim) 
lembar; 

9) Surat rekomendasi dani 
Organ isasi Profesi; 

10) Bukti kepesertaan 13RJS 
Ketenagakerjaan clan BPJS 
Kesehatan; 

11) Rekomenclasi kepala 
dinas kesehatan 
kabupaten; 

12) Bukti Tunas PBB; 

37. Surat Inn Praktik Ortotik 
Proatatik 
1) Surat Permohonan 
2) Fotokopi KTP 
3) Akte pendirian perusal-than ijilca 

barbentuk perusahasaa) 
4) Fotokopi NPVVP, lein Usaha, 

NIB perusahaan atau 
parathion 

5) Fotokopi ljazah yang dilegalisir 
6) Fotokopi STR Ortotis Prostetis 

yang makih berlaku 
I) Surat keterangan sehat dari 

dokter 
2) Surat rnyataan mempunym 

tempat kerja di fasilitas 
Kesehatan atau tempat Praktik 
Pelayanan secara mandiri 

3) Rthcomendasi dad Organisimi 
Profesi 

4) Pas Iota Latham 4x6. 
5) Bukti kepesertaan BPJS 

Ketenagalterjaan dan BPJS 
Kesehatann 



e) Rekomendasi Kepala Dinas 
Kesehatan; 

7) Bukti lianas PBS. 

30. Surat Izin Praktik Tenaga 
Kesehatan Tradisional 
Interkontinental. 
1) Surat permohonan; 
2) Fotokopi KTP; 
3) Fotokopi NPVVP; 

Fotokopi ijazah yang 
dilegalisasir; 

5) Fotokopi STRTKT 
Interkontinental yang masih 
berlak-u dart dilegalisasir 
ash; 

6) Surat keterangan sehat dari 
do kter yang memililci surat 
izin praktik 

7) Surat pernyataan memiliki 
tempat praktik atau surM 
keterangan dari pimpinan 
tempat Nakestrad 
Interkontinental berpraktik; 

8) Pas foto terbana dan berwarna 
• dengan ukuran 4x6 (empat kali 

enarnj cm sebanyak S Mks) 
lembar; 

• 9) Rekomendasi dan i kepala 
dines kcsehatan kabupaden; 
clan 

10) Rekomendasi dari Organisasi 
Profesi. 

11) Bukti Icepescrtaata BPJS 
Ketcnaga_kerjaan dan BPJS 
kesehatan; 

12) Butch lunas PBS. 

9. Surat Izin Praktik Tenaga 
Kesehatan Tradisional. 
1) Surat Permohonan; 
2) Biodata Pengobat Tradisional; 
3) Fotokopi Kartu Tanda Pendaduk; 
4) Fotokopi N17WP; 
3) Surat Keterangan Kepala 

Desa/ turah, tempat melakukan 
pralclik sebagai pengobat 
tradisionak 

6) Peta Lokasi Usaha dan Denah 
ruangare 

7) Fotokopi hazah/Sertifikat 
pengobatan tradisional; 

8) Pas foto berwarna terbaru 
ukuran 4x6 sebanysk 3 (tiga) 
lembar; 

9) Bukti kepesertaan BPJS 
Kcitcriagakerjaan clan BPJS 
Kesehatan; 

10) Rekomendasi kepala 
dinas kesehatan 

II 



kaMtpaten; 
II) Bukti lunas PBB; 

40 Surat lain Pekerjaan Tukang Gigi. 
1] Surat Permohonsini 
2) Biodata Tukang Gigi; 
3) Fotokopi Kartu Tanda Penduciuk; 
4) Fotokopi NPWP; 
5) Fotokopi Izin Tukang ChM (Din 

sebelumnya); 
(,) Surat Keterangan Kepala 

Desa/Lurah, tcmpat 
melakulcan pekerjaan tukang 
gigi; 

7) Surat Rekomcndasi dani 
Organisasi Tukang Gigi 
sctempat yang dialcui oleh 
Pemerintah; 

8) Surat Keterangan Sehat 
dart Dokter Fenterintah 
yang mcmiliki surat 
praktik; 

9) Pas foto berwarna terbaru 
ukzaran 4x6 sebanyak (dua) 
lembar; 

10) Bukti kopcse t an BPJS 
Ketenagakerjaan dan BDIS 
Igesehatan; 
Rekomendasi kopala dinas 
kesehatan kabupaten; 

2) Bukti limas PBB  

41. lain Operasional Puakeamas. 
1) Surat Permohonan; 
2) Fotokopi Kartu Tanda Pencluduk, 
3) Fotokopi NPWP; 
4) Fotokopi Sertifikat tanah 

atau bukti lain kepemilikan 
tans"' yang sah; 

, 5) Fotokopi Din Mendirikan 
Bangunan/Persetujuan 
Bangunan (5edung; 

6) GoKamen pengelolaan 
linglcungan &medial ketentuan 
peraturan perundang-
undangcm; 

7) Surat Kcputusan Bupati 
tcrkait kartegori puskesmas; 

8) Stucti kelayakan untuk 
puskcsmas yang baru akan 
didirikan atau 
dikembangkare 

9) Profil puskesmas yang meliputi 
aspek tokasi, bangunan, 
prasarana, Peralatan 
Kesehatan, ketenagaan, dan 
pengoperasian untuk 
puskesmas yang mengajukan 
permohonan perpanjangan 
izin; 

9) Bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS 



KeSehatan; 
10] Rckomendasi kepala 

dinas kesehatan 
kabupaten; 

11) Bukti tunas PBS. 

42 lain Unit Transfusi Darah 
•1) Pertnohonan 
2) Fotocopy e-KTP permohon 
3) Pasfoto warna 3x4 (2 lembar) 
4) Folocopi hak kepemilikan tanah 
5) Surat Kuasa dan fotocopy KTP 

apabila Pengajuen permohonan 
tidak langsung dilakultan olch 
pemohan bermaterei 
Rp.10.000,- 
Fotaeopy NPWP yang status 
wajib pajaknya telah 
dikonfirmasi melalui sistem 
informasi pada Pemerintah 
Daerah yang terhubung dengan 
sistem inforrnasi clan Aplikasi 
pada Dirjen Pajak. 

7) Fotocopy PBG/1MB (Ichusus bagi 
pemohon yang berbadan 
hulcutn) 

8) Foto lakasi 3R 
9) Peta lokasi yang diketahui oleh 

RT/RW Kepala Desa /Lurah. 
10) Bukti Lunas PBB 
11) Bunn 1Cepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaart don BPJS 
Kcsehatan 

12) Rekomendasi Kepala Dinas 
Kesehatan. 

43. Surat lent Penyelenggaraan Grips 
Sehat 
1) Permohonan 
2) Fotocopy e-KTP permohon 
3) Fotokopi denah ruang 

pelayanan clan peta lokasi. 
Fotokopi akta badan hukum. 

5] Struktur organisasi dan 
ketena aan 

6) Surat pernyetaan kesediaan 
sebagai penanggung jawab. 

7) Fotocopi N111138  yang status 
wajib pajalcnya telah 
dilconfinnam melalui sistem 
informasi pada Pemerintali 
Dacrah yang terhubung dengan 
sistem informasi clan Aplikasi 
pada Dirten  Pajak. 

8) Surat rekomendasi Dinas 
Kesehatan Kabnpaten. 

9) Bukti Kcpesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan clan BPJS 
Xesehatan. 

101 Bukti tunas PBB.  



44. Surat Terdaftar Penyehat 
Tradisional (STPT) 
1) Surat Pennohonan 
2) Fotocopy e-KTP perrnohon 
3) Donah ruang pelayanan dan peta 

lokasi. 
4) Pas foto rficuran 466 sebanyak 2 

(dual (ember latar belakang 
merah. 

5) Surat keterangan Kepala  
Dusa/Lurah tempat melakukan 
pekerjaan sebagai penyehat 
tradisional. 

6) Rekomendasi dan i asosiasi/ 
organisasi di bidang penyehat 
fradisional yang bersanglzutan 

7) Forocopi NPWP yang status wajib 
• pajaknys valid. 

8) Rekomendas. dan i Dinas 
Kesehatan Kabupaten. 

8) Bukti Kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan. 

9) Bukri lunas PBS. 
Mika ada perubahan 
/perbcdaan/ ketidakscsuoian, 
raaka mengacu pada peraturan 
perundang-unclangan yang 
berlaku).  

1 Pemohon mengisi form permuhonan 
dengan dilengkapi persyaratan 
administrasi yang ditetapkan baik 
softcopy maupun hardcopy atau 
melakukan pendaftaran. 

2 Pettlgaa pendaftaran perizinan 
mencliti persyaratan administrasi 
semeri dengan izin yang dimohon. 

3. Jika persyaratan administrasi 
perizinan lengkap, petugas Front 
Office melakukan pendaflaran. 

4 Petugas Front Office memvaliclasi dan 
memberikan tanda Wrens berkas 
permohonan, kemudian permohonan 
diteruskan ke Back Office. 

5 Pctugas Buck Office melakukan 
penginputan data-data yang  
dibutuhkan pada draft naskah izin. 

6 Pejabat Fungsional yang 
membidangi perizinan 
melakukan verifikasi dan validasi 
berkas /dok-umen pezmohonan 
melalui 'ember kendali. 

7 Draft naskah izin discrahkan ke 
Kabid untuk dilakuksn validast 

8 Naskah izin yang telah divalidasi 
selsaajutnya diberi penomoran dan 
pcnetapan izin. 

9 Izin yang difetaplam telah 
scianhanya dilakukan 
penandatanganan secara elektronik 

2 Sistem, Mekanisme, clan 
Prosedur 

ISM 



oleh Kepala Dinas. 

Jangka Walctu 
Penyelesaian 

0.Petugas Back Office mencetak inn 
clan meneruskan ke Front Office. 

11.Petugas Front Office menyerahkan 
izin kepada pcmohon dengan 
meminta kembali bukti tanda terima 
berkas dan/atau mengirimkan 
melalui Email/WhatsApp pemohen, 
serta mengarahkan pemohon untuk 
mengisi lcuesioner Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM). 
A er/a 
Surat Win Prakùic Dokter Umum, 
hari kerja. 

2. Surat Din Praktik Dokter Gig), 3 
hari keda. 

3. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis, 
3 hari keda. 

4. Surat Din Praktik Dokter Gigi 
Spesialis, 3 hat keda. 

5 9 t 1-in Praktik Psikologi minis, 3 
hari kerja. 

6. Surat Izin Praktik Perawat, 3 had 
keda. 

7. Surat Izin Praktik Bidan, 3 hart 
keda. 
Surat Izin Praktik Apoteker, 3 hari 
kerja. 
Surat Izin Praktik Tenaga 
Kefarmasian, 3 hart kerja. 

10. Surat Izin Praktik Epidemiolog 
Kesehatan, 3 had kerja. 

U. Surat Inn Praktik Promo:a 
Kesehatan dan Ilmu Perilaku 
(SKM), 3 hart kerja. 

12. Surat Izin Praktik 
Pembimbing Kesehatan Kerja, 
3 hari kerja. 

13. Surat Izin Praktik Tenaga 
Administrasi dada Kebijakan 
Kesehatan, 3 hat kerja. 

14. Surat Izin Praktik Tenaga 
Biostatistik dan 
Kcperaludukan, 3 had Icerja. 

15, Surat Izin Praktik Reproduksi dart 
Keluarga, Shari kerja. 

16. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi 
Lingkungan, 3 hari keda. 

17. Surat Izin Praktik Entomelogi 
Kesehatan, 3 hail kerja. 

18. Surat Izin Praktik Mikrobiologi 
Kesehatan, 3 Bari kerja. 

9. Surat Izin Praktik Nutrisionis, 3 
Fiat kerja. 

20 Surat lzha Praktik Dietisien, 3 hari 



kelja. 
21, Surat Izin Praktik Pisioterapis, 3 

hail kerja.. 
22. Surat Izin Praktik Okupasi 

Terapis, 3 hari kerja. 
23. Surat Izin Praktik Terapis Wicara, 

hard keria.  
24. Surat lain Praktik Akupunur, 3 hard 

kerja. 
25. Surat rein Praktik Perekam Medis 

dad Inforrnasi Kesehatan, 3 hari 
kerja, 

26. Surat Izin Praktik Teknik 
Kardiovaskuler, 3 hari kerja. 

27. Surat Izin Praktik Refraksionis 
Optisien, 3 hail kerja. 

28. Surat Izin Praktik Tekaisi Gigi, 3 
hari kerja. 

29. Surat Gin Praktik Periata Anestesi, 
3 hurl kerja. 

30. Surat Izin Praktik Terapis Gigi 
dan Murut, 3 hart keda. 

31. Surat Izin Praktik Audiologis, 3 hari 
kegs,. 

32. Surat Izin Praktik Radiografer, 3 
hail kerja. 

33. Surat Kin Prahtik Elektromcdis, 3 
hail ketja. 

34. Surat Izin Praktik Ahli 
Laboratorium Medik, 3 hail kerja. 

35. Surat Izin Prektik Fisikawan 
Medik, 3 hail kerja. 

36. Surat Izin Praktik Radioterapis, 3 
hari kerja. 

37. Surat Din Praktik Ortotik 
Prostetik, 3 hari kerja, 

38. Surat Win Praktik Tenaga 
Kesehatan Traclisional, 3 
hari kerja. 

39. Surat Izin Praktik Tenaga 
Kesehatan Tradisionar 
Interrcontinental, 3 hari kerja. 

40. Din Pekerjaan Tukang Gigi, 3 hari 
kerja. 

41. rein Operasional Puskesmas, 3 hari 
kerja, 

42. 'zip Unit Transfusi Darah, 3 hart 
kerja. 

43. Wei Penyelenggaraan Griya Sobat, 
ban kerja. 

44. Surat Terdaftar Penyehat 
Tradisional (STPT), 3 hair kerja. 
(SeLelah persyaratan diterima 
sec ara lengkapr  

iaya/Tarif Pelayanan ini tidal< berbiaya (gratis). 4 



Biaya/Tarif 

Produk Pelayanan  1. Surat Inn 
2. Surat Inin 
3. Surat Inn 
4. Surat Min 

Spcsialis. 
5. Surat Izin 
b. Surat Izin 
7. Surat bin 
it Surat Izin 
9. Surat Izin 

Praktik Dokter Umum. 
Praktik Dokter Gigi. 
Praktik Dokter Spesialis. 
Praktik Dokter Gigi 

Praktik Psikologi 
Praktik Perawat. 
Praktik 
Praktik Apoteker. 
Praktik Tenaga 

Kefarmasian. 
10, Surat Izin Praktik Epidemiolog 

Kesehatan. 
11. Surat Min Praktik Promosi 

Kesehatan dada IlInu Perilaku 
(SKM). 

12. Surat Izin Praktik 
Pembimbing Kesehatan Kerja. 

13. Surat Min Praktik Tcnaga 
Administrasi dan 
Kebijakan Kesehatan. 

14. Surat Izin Praktik Tenaga 
Biostatistik dan 
Kepencludukan. 

IS, Surat Izin Praktik Reproduksi clan 
Keluarga. 

16. Surat Min Praktik Tenaga Sanitasi 
Lingkungan. 

17. Surat Izin Praktik Entamologi 
Keschatan. 

18. Surat Izin Praktik Mikrobialogi 
Kesehatan. 

19. Surat Izin Praktik Nutrisionis. 
20. Surat Izin Praktik Dietician. 

21. Surat [yin Praktik Pisicterapis. 

22. Surat bin Praktik Okupasi Terapis. 
23. Surat Izin Praktik Terapis Wicara. 
24. Surat Izin Praktik Akupunur. 
35. Surat Izin Praktik 

Perekam Media dan 
Informed Kesehatan. 

26, Surat Inn Praktik Teknik 
Hardioya 8 kia le r. 

27. Surat Izin Praktik Refraksionis 
Optisien. 

28. Surat [yin Praktik Teknisi Gigi. 
29. Surat Min Praktik Penata Aticsteat 
30. Surat Izin Praktik Terapis Gigi den 

Mulut. 
31. Surat Izin Praktik Audiologis. 
32. Surat Izin Praktik Radiografer. 
33. Surat Min Praktik Elektromedis. 
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34.  

35.  
36.  
37.  
38.  

39.  

40.  
41.  
42.  
43.  

Surat Izin Praktik Ahli Laboratorium 
Medik. 
Surat lain Praktik Fisikawan Medik. 
Surat rain Praktik Radioterapis. 
Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik. 
Surat Win Praktik Tenaga 
Kesehatan Tradisional. 
Surat Jain Praktik Tenaga 
Kcsehatan Tradisional 
Interkontinental. 
lain Pekerjaan Tukan.g Gigi. 
lain Operasional Puskesmas. 
lain Unit Transfusi Darah 
lain Penyelenggaraan Griya Sehat, 
Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 
(STPT) 

6. Penanganan Pengaduan, 
Saran, dan Masukan 

1.  

2.  

3.  

Dinas Penanaman Modal dard 
Palayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kerinci menturigani 
pengaduan yang berlaubungan 
langsung dcngan pelayanan yang 
menjadi kewenangannya; 
Masyarakat dapat tnenyampaikan 
pengaduan, saran data masukan 
melanin 
a. Petugas pengaduan; 
b. Surat; 
c. Survey Kcpuasan Masyarakat 

melalui alamat 
littp:/ kvadaula l 

Pengaduan yang disampaikan 
secana Iangsung 

4. 

5. 

Ian dapat diselesaikan saat 
pengaduan diterima maka petugas 
pengaduan akan menyampaikan 
jawaban saat itu juga dengan 
sepengatahuan atasan/pimpinan; 
Pengaduan yang memerlukan 
kajian lebih lanjut akan 
diselesaikan melalui tahap; 
a. Pemeriksaan lapangan 
F,. Rapat koordinasi. 
Jawaban atas pengaduan akan 
disampaikan secara lisan atau 
tannins. 

KO OREN PENGCLOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik; 
2. Undang -Undang Republik 

Indonesia Namur 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan; 

3. Undang-Undang Republik 
Indonesia Namur 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan; 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tabun j 

2009 tentang Pelayanan Publik; 



5 Undang -Undang Republik 
Indonesia Komar 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan; 

Š. Undang-Undang Republik 
Indonesia honor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan; 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 

Tabun 2009 tentang Kefarmasian; 
8 Peraturan Pemerintah Nornor 103 

tahun 2014 tentang Pelayanan 
Kesehatan Tradisional; 

9 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Romer 5 Tabun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusah.a Berbasis Risiko; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berasaha di Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pondayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 15 Talton 2014 
tentang Pedoman Standar 
Pelayanan- 

12. Peraturan Mcnteri Kesehatan RI 
Romer 
2052/MENKES/PER/X/2011 
tentang Izin Praktik dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;  

13. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia NOM02' 
889/MerlkeS/Per/V/2011 tentang 
Registrasi, Izin Praktik, clan Izin 
Kerja Tenaga Kefarmasian; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Merited Kesehatan 
Nomor Hk.02.02/Menkes/ 148/1 
2010 Tentang loin Dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat; 

15. Peraturan Menteri Kesonatan RI 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pekerjaan dan 
Praktik Terapis Wicara; 

16 Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nornor 26 
Tabun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pekerjaan dan 
Praktek Tenaga Gizr 

17 Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Romer 30 Tahun 2013 tentang 
Standar Penyelenggaraan Refraksi 
Optisi /Optometri; 

18 Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggeraan 
Pekerjaan Tenaga Sanitash 

16 Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 55 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam 
Medis;  



17. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2013 tcntang Penyelenggaraan 
Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi; 

18, Penniman Menteri Kcsehatan 
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaraan 
Pekerjaan Radiografer; 

19. Pcraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Namur 39 
Tabun 2014 tentang Pembinaan, 
Pengawasan, dan Perizinan 
Pekeijaan Tukang Gish 

20. Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Komar 76 Tahun 2014 tentang 
Staniar Pelayanan Terapi Glimpaei; 

21. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2015 tentang Standar 
Pelayanan Ortotik Prostetik; 

22. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Komar 30 Tabun 
2015 tentang Izin Penyelenggaraan 
Praktik Teknis Kardiovaskuler; 

23. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2015 tentang Din dan 
Penyelenggaraan Praktik Ahli 
Teknologi Laboratorium Medik; 

24. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 2015 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik 
Elektromedis; 

25, Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 83 
Tahun 2015 tentang Standar 
Penyelenggaraan Fisika Medik; 

26. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 91 
Tahun 2015 tentang Standar 
Pclayanan Transfusi Darah; 

27. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 3.8 
Tatum 2016 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Penata 
Anestesi; 

28. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nnmor 20 
Tahun 2016 tentang Izin elan 
Penyelenggaraan Praktik Terapis 
Gigi clan Makin 

29. Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Komar 31 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 589/Menkes/Per/V/2011 
tentang Registrasi, aka Praktik, 
dan Izin }Coda Tenaga Kefarmasian; 

0 Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 46 
Tahun 2016 tentan• Re 'strasi 
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Mika Kesehatan; 
31. Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 49 
Tabun 2016 tentang Pedoman 
tennis Pengorgartisasian Dinas 
Kesehatan Provinsi clan 
Kabupaten/Kota; 
Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 
tentang Min dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan; 

33. Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rita 
dan Penyelenggaraan Praktik 
Psilcolog Klinis; 

34. Peraturan Menteri Kcschatan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan 
pelayananKesehatan Tradisional 
Komplementer; 

35. Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 34 Tabun 2018 tentang [kin 
clan Penyeleng araan Praktik 
Akupuntur Terapis; 

36. Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 26 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan lindang- lindang 
Nomor 38 Tabun 2014 tentang 
Keperawatan; 

37. Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 43 Tahun 2019 tentang 
Paisat Kesehatan Masyarakat; 

38. Peraturan Mcnteri Kesehatan RI 
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Min 
clan Penyelenggaraan PrakLik Tenaga 
Kesehattui Tradi sional 
Interkontinental; 

39. Peraturan Menteri Driam Ncgeri 
Nomor 138 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Sara Pintu Dacrah. 

40. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha clan Produk pada 
Pcnyelenggaraan Perizinan 
berusaha berbasis Risiko Sektor 
Kesehatan; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 4 Tabun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Sabi. Pintu. 
Peraturan Bupati Karin c i Nomor 
19 Tahun 2025 tentang 
Pendelegasian Keivenangan 
Penyelciaggaraan Perizinan clan Non 
Perizinan Berusaha Bcrbasis 
Risiko Kepada Kcpala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Kennel. 



8. Sarana, Prasarana 
clan /atau Fasilitas 

Sarana: 
a. Perangkat Komputer, Printer Stan 

scancr 
b. Alat Tubs Kantor 
c. Sistem Informasi 
Manajemen Perizinan Terpadu 
DPMFTSP 
U. Blanko/Formulir izin 
e. Brosur Win pcngurusan 
f. Papan informasi dan persyaratan 

izin 
g. Telepon 
b. Website. 
I. Jaringan Internet. 
j. Kotak pengaduan. 
li. Kamera pcngawas CCTV. 
I. Mesin fatokopi. 
m. Pendingin ruangan. 
n. Televisi. 
o. -Mat Pemadam Api Ringan (APAR). 
p. Mat penguk-ur kepuasan layanan. 

Prasarana: 
a. Loket Informasi. 
b. Loket Pelayanan. 
c. Mesin Antrian. 
d. Loket Administrasi Perizinan (Front 
• Office) dan Tim Teknis Perizinan 

(Back Office) 
e. Detect Pengaduart 
1. Ruang layanan konsultasi. 
g. Loket Pengambilan Bin 
h. Loket Kasir/bendahara 
I. Ruang Penyimpanan Arsip. 
j. Ruang tunggu. 
k. Ruang rapat. 
1. Ruang laktasi. 
m.Ruang berrnain anak. 
n. Ruang Perpustakaan. 
a Tempat ibadah 
p. Balaman Parkin 

9 Kompetensi Pelaksana a. PeJabat Struktutal 
- Memiliki kompetensi dan 

kewenangan dibidang 
perizinan. 

- Menguasai prosedur tentang 
penerbitan izin. 

- Mengetahui dart memahami 
peraturan terkait perizinan. 

- Memmauld kaalifikasi 
sebagaimana tclah 
ditetapkan dalam dokumen 
standar kompetensi untuk 
Dilater, terkait. 



b. Petugas Front Office 
- Pendidikan : 

Minimal hilusan 
SMA/Sederajat. 

- Pengslarnan: 
Berwawasan luas. 

- Pengetahman Keija: 
• Memaltru-ni tupoksi unit 

kerjanya. 
• Memahami mekanisme dan 

administrasi perizinsn, 
• Mengetalmi clan 

memahami tata cara 
penerbitan izin sektor 
Keschatan. 

- Keterampilan Kerja: 
• Dapat mengoperasikan 

computer. 
• Rarnah dan beroricntasi 

pada kepuasan pelanggan. 
• Dapat bekerjasama detain tim. 

- Disiplin, Ji lur clan Bertanggung 
jawab. 

- Berpenampilait Menarik. 

c. PetligaS Back Office 
- Pendidikent Lulusan D3 

atau Si (semua jurusan). 
- Pcngalaman: 

Berwawasan luas. 



- Pengetahuan Ketja: 
• Memahami tupoksi unit 

kerjanya. 
• Memahami mekanisme dan 

administrasi perizinan. 
• Mengetalaui dan 

memaharni tata cars 
penerbitan Win sektor 
Kesehatan. 

- Keterarnpilan Ketja: 
• Dapat mengraperasikan 

computer. 
• Dapat bekerjasarna dalam Urn. 
• Tetiti dart cermat. 
Disiplin, Jujur dan Bertang,gung 
jawab. 

d. Tim Telmis 
- Pendidikam Lulusan Si (semua 

jurusan). 
- Pengalannan: 

Berwawasan luas. 
- Pengetahuan Kenja: 

• Memahami tupoksi unit 
kerjanya. 

• Memaharni mekanisme den 
administrasi perizinan. 

• Mengetahui clan 
memahami tata eara 
penerbitan izin sektor 
Pertanian. 

- Keterarnpilan Kerja: 
• Dapat mengoperasikan 

computer. 
• Dapat bekerjasama dalam tim. 
• TeIiti dan cermat. 

- Disiplin, Jujur dart Bertanggung 
jawab. 

- Mcmenuhi kualifikasi sebagai 
anggota Tim Toknis.  

10 Pengawasan Internal 1. Pemantauan kinerja dilalcukan 
dengan menggunakan kartu kendali 
pelayanart yang melekat pada berkas 
pelayanan. 

2. Kartu kendali ini akan mengikuti 
proses perjalanan berkas dark satu 
petugas Ice petugas lainnya dark 
mulai diterirnanya berkas hingga 
pemprosesan berkas selesai. 

3. Zietiap petugaa wajib melakukan 
paraf clan tanggal penyerahma dan 
penerimaan sesuai dengan alurnya. 
Dengan demikian akan dapat 
diketahui dimana letak kesalahan 
jika terjadi keterlambataaa atau 
panyelesman pelayanan yang ticlak 
sesuai dengan waktu yang tclah 
ditentukan. 

4 Kartu Iccnclali akan dikumpullcan 
setiap waktu atau Ketika terjadi 
complain dan i pemonon untuk  



chtmdalclall'Ut. 
1L .lurrilah Pelaksana Jumfah petugas yang terlibat untuk 

melalcukan pelayanan setiap izin/jenis 
layanan ini adalah 17 (tujuh betas) 
orang, yakni: 
- 1 orang pejabat cselon II 
- 1 orang pejabat 
atruktural/administrator. 

-3 orang pejabat fungsional/setara 
eselon IV. 

-4 orang petugas Front Office. 
-8 orang Back Office. petugas 
Ci Jumlah personil tim teknis 

menyesuaikan 
Icebutuhan. 

12. Jaminan Pelayanan a. Apabila produk layanan sudah 
selcsai maka petugas wajib 
monginformasikan kepada pcmohon 
melahti Telepon/WA/Tracking 
System. 

b. Apabila produk layanan suclah 
selesai clan dalarn waktu 1 (satu) 
bulan dari tanggal selesainya bclum 

• diambil pemohon, maka petugas 
membuat pemberitahuan kepada 
pemolarna agar segera mengambil 
produk layanan tersebut. 

13 ,Iaminan Keamanan clan 
Kesclarnatan Pelayanan 

1. Untuk menjamin 
keamanandalam 

penyelenggaraan pelayanan 
disediakan petugas keamanan yang 
akan ditugaskan di area loket 
pelayanan. 

2. Caching pelayanan dilengkapi dengan 
Mat Pemadarn Api Ringan (APAR) 
sera kamera CCTV. 

3. Surat iyin/Surat keputusan izin 
dibubuhi tanda tangan elcktronik, 
sehingga dijamin keasliannya. 

1. Surat 'yin/ Surat Keputusan lain 
menggunalcan kcrtas berkop Dinas 

S. Pada SK lain dilengkapi dengan 
barkode. 

14. Evaluasi Kineija Evaluasi kincrja pelalcsana 
dimaksudkan untuk mengetahui 
scberapa jauh pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan standar pelayanan. 
Adapun upaya ini akan dilaksanakan 
dengan: 
a. Melakukan survey indeks kcpuasan 

masyarakat 
al. Survey dilak-ukan kepada 

masyarakat pengguna layanan 
Ulnas Penanaman Modal clan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kerinci untuk 
mengulcur mutu dan kfualitas 
pelayanan kepada Masyarakat 
serta untuk mengatahui 
tingkat Icepicasan masyarakat 
clan menjaring kelichan 

1 



terhadap pelaksanaan 
pelayanan. 
Survey dilakukan secara terus 
menerus dengan meminta 
kepada pengguna layanan 
untuk mengist kuesioner yang 
terdapat pada Survei Kepuasan 
Masyarakat online dengan 
alamathttp://www.lapongo.id  
pada saat mengambil naskah 
perizinan dan./atau 
nonperioinan di fines 
Penanaman Modal dan 
Pclayanan Terpadu Satu Pinta 
Kabupaten Kerinci. 

a.3 gengolahan data untuk 
mengetahui angka Indeks 
Kepuasan Masyarakat dilak-ukan 
secara periadik setiap Semester 
(enarn bulan sekali). 

a.4. Keen survey berdasarkan 
pedoman pengolahan data SKM 
(Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dart Rcterrnasi 
Birokrasi) 

as. Hasil survey 
persepsi 
"lcurang baik" ditindaklanjuil 
dengan melalcukan 
pembahasan bersama bagian 
terkait untuk dicarikan jalan 
keluar untuk dapat 
meningkatkan indeks clan 
dibuatkan perencanaan tindak 
lanjut untuk perbaikan pada 
unsurtunsur yang dinilai masih 
rendah. 

b. Penilaisn lenerja pegawai oleh 
Sobbagian Umum dan 
Kepegawaian  

a.Z 

dengan indeks 



111. REKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. 
1 Persehajuan Bangunan Clerlung 
2. SertifikaL Laik Fungsi Bangunan Gedung 

NO KOMPONEN IJRAIAN 

KO PONEN PEIVYAIIIPALLIN P LAVANAN (SERVICE DELIVER  

1. Persyaratan Pclayanan A. PersetuJuan Bangunan Gedung 
(PUG): 
1. Fotokopi KTP; 
2. Surat Ketetapan retribusi Daerah 

(SKRO); 
3. Balch tunas restribusi PriCla 
4. Fotokopi NPWP; 
S. Bukti kepeserMariBPJS 

Ketenagakeijaan data BRLS 
Kesehatan; 

B. Sertifikat Lath Fungal (SLF) 
Bangunan Gedung. 
1. Fotokopi KT'; 
2. Surat Ketetapan retribusi Daerah 

(SKRD); 
3. Bukti tunas restribusi PSG; 
4. Fotokopi NPWP; 
5. Buldi kepescrtaan BPJS 

Ketenagakerjaan dan BEDS 
Kesehatan; 

2 Sistem, Mekamsme, dan 
Prosedur 

1 Pemohon menerima SKRD dan 
Bukti Setor Retribusi dan i OPD/Tim 
Tcknis clan menertaskan ke Front 
Office/operator. 

2. Operator/petugas Front Office 
menerima SKRD dan Bukti Setor 
Rctribusi clan mcmberikan tanda 
terima berkas kepada pernohon 
serta rnenerima pemberitahuan dani 
OPD/Tirn Leknis PUPA melalui 
splikasi SIMS°. 

5. -Operator/petugas Front Office 
mengapload SKRD dan Balkh Setor 
Retribusi pada aplikasi SIMBG data 
meneruskan ke Validator/Kabid. 

4. Validator/Kabid memverifikasi dan 
memvalidasi serta mengapload 
kembali SKRD dan Bukti Setor 
Retribusi untuk diteruskan ke 
Kcpala Dinas, 

5. Kepala Dines memverifikasi dan 
menyetujui naskah Persetutuan 
Bangunan Gedung. 

6. Selanjuinya RHO dicetak di Back 
Office dan ditenrskan ice Front 
Office/ operator. 

7. Petugas Front Office/ operator 
menycrahkan PBG yang sudah 
dicetak dengan meminta bukti 
tenda terinm berkas dan/atau 
mongirimIcan raelahri 
Itmail/WharsApp, serta 
mengarahkan pemohon untuk 
men isi kuesioner Survey 



KepUaSan Masyarakat (SKM). 
(Mud Flowchart terlampir) 

3. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

1. Pcrsetujuan Bangunan Gedung, 
2 (dua) hail kerja. 

2. Sertifikat Laik Fungal 
Bangunan Gedung, 2 (dua) 
hart kerja. 
(Setelah persyaratan diterima sccara 
langkap). 

4. thaya/Tartf Pelayskan int ticlak berbiaya (Gratis). 

5. Produk Pelayanan 1, Persetujuan Bangunan Gashing 
2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedun 

6 Penangartan Pangaduan, 
Saran, dan Masukan 

1. D nas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kerinei mcnangani 
pengaduan yang berhubungan 
langsung dengan pelayenan yang 
menjadi kewenanganrwa; 

2. Masyarakat dapat mcnyampaikan 
pengaduan, saran dan masukan 
melalui: 
a. Petugas pengaduan; 
b. Surat; 

Survey Kepuasan Masyarakat c.  
melceui alamat 
biflvw,laiporigo.id  

3. Pengaduan yang disampaikan 
secara langsung clan dapat 
diselesaikan saat pengaduan 
di[crima make petugas pengaduan 
akan menyarapaikan jawaban saat 
itu juga dengan sepengatahuan 
atasan/pimpitiani 

4. Pengaduan yang meinerlukan 
kajian lebin lanjuit Mean 
diselcsaikan melalui [ahap; 
a. Pemeriksaan lapangan 
b. Kaput koordinasi. 
Jawaban atas pengaduan akan 
disampaikan secara lisan alma 
tertulis. 

KOMPOIVEN PENGELOLAAN PBLAYANAN (MAIVUPACTURING) 

7. Dasar Hukum 1. IiIndang-Lhadang Nomor 28 Tabun 
2002 tentang Bangunan Gedung; 

2. lindang-Undang Nomor 25 Tabun 
2009 [anteing Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 5 Tabun 2021 
tontang Penyelenggaraan Pcrizinan 
Berusaha Berbasis Bianco; 

4. Peraturan Petnerintah Nomor 6 
Tahun 2021 tanking 
Panyelanggaraan Perizinan Berusalm 
di Daerah; 

S. Peraturan Menteri Penclayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 

• 



131rolcraS1 Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar 
Pelayanan; 

6. Peraturan Menteri Pekeuaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 3 Tahun 2020 ten ang 
Perubehan Atas Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 
tentang Sertifikat Laik Fung.si 
bangunan Gedung; 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum clan Perumahan rakyat 
Nomor 6 Tahun 2021 teMang 
Standar Kegiatan Psalm dan 
Produk pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat; 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 24/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Teknis Izin Mendirikan 
Barigunan; 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 32 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pemberian Izin 
Mcndirikan Bangunan Gedung; 

10. Peraturan Dacrah Kabupaten 
Tanjungtabung Barat Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Retriblasi 
Perizinan Tertentu; 

11. Peraturan Daerah Kahupaten 
Tanjungtabung Barat Nomor 1 
Tahun 2016 terming Sangamon 
Gedung; 

12. Peraturan Menteri Dalton Negeri 
Nomor 138 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Daerah. 

13. Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Saba Pintu. 

14.Peraturan 13upati Karin ci Nomor  
19 Tahun 2025 tentang  
Pendelegasian. Kewenangan 
Penyelenggaraan Perizinan clan No 
Perizinan Berusalm Perbasis Risik 
Repada Kepala Dinas Penanarnan 
Modal dan Pclayanan Terpadu Sat 
Pintu  Kabupaten Kerinci.  

Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

Sarana : 
a. Pcrangkat Komputer, printer dan 

scaner 
b. Mat Tulis Kantor 
C. Sistem Informasi 
Manajemen Perizinan 
Terpadu DPMPTSP 
d. Blanko/Forrnulir izin 
e. Brosur pengunasan izin 
E Papan informasi data persyaratan 

izin 



g. Telepon 
h. Website. 
i. Jaringrua Internet. 
j. Kotak pengaduan. 
lc Kamera pengawas CCTV. 
I. Mcsin totokopi. 
m.Pendiagin ruangary 
n. Telcvisi. 
o. Alat nomad= Api Ringan (APAR). 
p. Alat pengukrar kepuasan layanan. 

Prasarana : 
a. Loket Informasi. 
b. Loket Pelayanan. 
C. Mesin Antrian. 
d. Loket Administrasi Perizinan (Front 

Office) dan Tim Telcnis Perizinan 
(Back Office) 

e. Loket Pengaduan. 
F. Ruang layanan konsultasi. 
g. Loket Peng=bilan Inn 
h. Loket Kaair/benciahara 
i Ruang Penvimpanan Arsip  
j. Ruang tunggu. 
k. Ruang rapat. 
I. Ruang laktasi. 
m.Ruang bermain anak. 
n. Ruang Perpustakaan 
o. Tempat ibadah 
p. Harriman Parkin 

9 ompeterisi Petaksana  a. Pejabat Struktural 
- Memiliki kompetensi dan 

kewenangan dibidang 
perizinan. 

- Menguasai proscdur tentang 
penerbitan izin. 

- Mengetahui dan mcmahami 
peraturan terkait perizinan. 

- Mcmcnuhi kuajifikasi 
sebagaimana [elan 
ditetapkan dal= dolzumen 
standar kompetensi untuk 
jabatan terkait. 

b.Petugas Front Office 
- Pendidikan : 

Minimal lulusan- 
SMA/Serlerajat. 

- Pengalarnan : - 
Berwawasan rues. 

- Pengetahuan Keda 
• Mernahanai tupoksi unit 

kcyjanya. 
• Memahanai mekanisme dan 

administrasi perizinan . 
• Mengetahui clan 

memahami tata cara 
penerbitan inn selnor 
PUPR. 

- Incterampilan Kerja:  



• Dapat mengoperasikan 
computer. 

• Ramah dan berorientasi 
pada kepaasan pelariggan. 

• Dapat bekerjasama dalani tim 
- Disiplin, Jujur clan Bertanggung 

jawab. 
- Berpenampilan Memarik. 

c.Petugas Back Office 
- Pendidikan : Lulusan 03 atan 

Si (scrnue 
- Pengalaman : 

Berwawasan luas. 
- Pengetahuan Kerja : 

• Memaharni tupoksi unit 
kerjanya. 

• Memahami mekanisme dart 
adrninistrasi perizinan. 

• Mengetahui clan 
memahami tata cara 
penerbitan izin scktor 
Pertanian. 

- Keterarnpilan Keria : 
• Dapat mcngoperasikan 

computer. 
• Dapat bekerjasama dalarn tim. 
• Teliti dan cermat 

- Disiplin, Jujur dan Bertanggung 
jawab. 

d.Tins Teknis 
- Pendidikaaa Lulusan Si (semua 

jurusar). 
- Pengalema_n : 

Berwawasan luas. 
- Pengetahuan Kerja : 

• Mcmaharni tupoksi unit 
kerjanya. 

• Memahatni mekanisme dan 
administrasi perizinan. 

• Mengetahui dart 
memaharni tata cam 
penerbitan izin sektor 
Pertanian. 

- Keteriampilan Kerja : 
Dapat mengoperasikan 
• computer. 
• Dapat bekerjasarna dalam tin. 
• Teliti den cerrnat. 
Disiplin, Jujur dan Bertanggung 
jawab. 
• Memenuhi kualifikasi sebagai 

anggota Tim Teknis. 



V. SEKTOR PENDIDIKAN. 
1. Surat Izin Operasional PAUD (TIC, KB, TPA don SPS) 
2. Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta. 
3. Surat Izin Operasional Sckelah Mencngala Pertarna Swasta 
4. kin Mendirikan Sckolah Baru (Pendidikan Dewar) 
5, Inn Pcndirian Pendidikan Kesetaraan (Palent A, B, clan C). 
6, Inn Pendielan PAUD Baru (TK, KB, TPA, dan SPS) 

KOMPONEN PEIVYANIPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) 

KOMPONEN URAIAN  NO 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. Surat lain Operasional PAUD (TX, KB, TPA 
clan SPS). 
1) Surat Permohonan; 
2) Identitas Pemohon; 

a, Fotokopi KTP. 
B. Fotokopi NPWP Magi pemohon 

pererangark 
C. Fotokopi kartu Izin Tinggal (KITAS) 

atau VISA bagi WNA. 
3) Fotokopi Aids Nolaris; 
9) Fotokopi NPWP Lembaga/yayasan; 
5) Fotokopi IMB/PBG; 
6) Fotokopi NIB; 
7) Bukti Kepesertaan BPJS 

Ketegakerjaan clan BPJS 
Kesehatan; 

8) Profit Sekolah yang terdiri dan i Visi, Misi, 
dan Struktur Organisasi; 

9) Bcrkas Pengusulan Akreditasi/Serlifikasi 
Sekolah; 

10) Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungem 
(SPPL); 

11) Relcomendasi Kepola Dinas Pendidikan 
Kabupaten; 

12) Bukti lunas PBB. 
Mika oda 
peruhahan/perhedaan/kotidaksesuadan, maim 
mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang herIalcu). 

2. Surat lain Operasional Sekolah DaSill Swasta. 
1) Surat Permohonan; 
2) Identitas Pemohon; 

a. Fotokopi KTP. 
h. Fotokopi NPWP (bagi panel= 

penarangan). 
c. Fotokopi Karni Izin Tinggal (KITAS) 

atau VISA bagi WNA. 
Jika yang merngajukan izna adalah Badan 
Hulcum: 
a. Fotokopi Akta Pendirian clan SK 

Pengesahan Kemenkawnharn, 
jika PT don Yayasan. 

b. Fotokopi Akta Pendiria_n dan SK 
Pengesahan Kernenterian/Dinas 
Koperasi, jika Koperasi. 

C. Fotokopi Akta Pendirian dan SK 
Pengesahan Pengadilan, jika CV. 

d. Fotokopi Akta Perubahan SK dan SIC  



perUbahan dari Kemenkumham, jika 
ads perubahan. 

e. Fotokopi NPWP Sekolah. 
4) Jika damasakan: 
a Surat lcuasa diatas kertas bermaterai 

Rp. 10.000,- 
b. Fotokopi KTP penerima kuasa. 
5) Fotokopi IMB/PBC• 
6) Relcomendasi dart Dinas Pendidikan dan 

Kebudayartn Kabupaten; 
7) Bukti Kepecertaan DIMS 

Ketegakerjaan dan BPJS 
Keselastan; 

8) Surat Keterangan Yayasan terdaftar di 
Dams Social; 

9) Pertimbangan atau Masan pendirian 
sekolah dan i Ketua Yayasan. 

10) Surat pemyataan kesagaggupan untuk 
melaksanakan kurikulum yang berlaku 
secara nasional; 

11) Surat Keputusan Yayasan 
pengangkatan Kepala Selcolah; 

12) Daftar star pengajar/pendiclik; 
13) Memiliki peserta didik selcurang1haran ya 

15 orang; 
14) Surat pernyataan kepala scicolah 

(bermaterai Rp.10.000,-) yang 
menyatakan sanggup melaksanakan jam 
belajar mulai pukul 07.00 WM; 

15) Proposal teknis; 
16) Analisa dampak lalu lintas apabila berada 

di jalw) arteri primer maupun sck-under. 
17) Berkas Pengusulan Akreditasi/Sertifikasi 

Seloolah; 
18) Bukti kepesertaan BRIS 

Ketenagakerjacal dan BPJS 
Kesehatan; 

19) Bukti tunas PBS. 
(Jika ada 
perubab an / perbedaan/ ketidaksesuaian, maka 
mengacgi pada peraturan perundang- 
undangan yang berlaku). 

3. Surat Izin Operasional Sekolah Menengah 
Panama. 
1) Surat Permononan; 
2) Identitas Pcmohon; 

a. Fotokopi KTP. 
I, Fotokopi NPWP (bagi pemohon 

perorangan). 
C. Fotokopi kartu Izin Tinggal (KITAS) 

atau VISA bagi WNA. 
3) .lika yang merngajukan Win adalah Badan 

Flukumc 
a. Fotokopi Akta Pendirian dam SK 

Pengesahan Kemenkumliam, 
jika PT dan Yayasan. 

b. Fotokopi Akta Pendirian dan SK 
Pengcsahan Kementerian/Dinas 
Koperasi, jika Koperasi. 

C.  Rom.° Akta rendition dan SIC 

11=11111111 



Pengesahan Pengadilan, jika CV. 
d. Fotokopi Akta Perubanan SK dan SK 

perubahan dan i Komenkumharn, jika 
ada perabahan. 

k Fotokopi NPWP Sekolah. 
4) Jika dikuasakan: 

a. Surat kuasa diatas kertas bermaterai 
Rp.10. 000,- 

b. Fotokopi KTP penerima lcuasa. 
5) Fotokopi IMB/PBO; 
6) Rekomendasi dart Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten; 
7) Bukti Kepescrtaan BPJS 

Ketegakerjaan elan BPJS 
Kesehatan; 

8) Surat Keterangan Yayasan terdaftar di 
Dinas Sosial; 

9) Pertimbangam atau alasan pendirian 
sekolah dan i Ketua Yayasan, 

10) Surat pernyataan kesanggupan untuk 
melaksanakan kurikulum yang berlaku 
secara nasional; 

1) Surat Keputusan Yayasan 
pengangkatan Kepala Sekolah; 

Memiliki pescrta didik aek-arang-
kurangnya 15 orang; 

1M Surat pornyautan kepala sckolah 
(bermaterai Rp.10.000,-) yang 
menyatakan aanggup melalcsanakan jam 
belajar mulai pukul 07.00 WIB; 

14-) Proposal teknis; 
15) Analisa dampak lain lintas apabila 

berada di jalan arteri primer maupun 
sekunder; 

16) Berkas Pengusulan Akreditasi/Sertifikasi 
Sekolah. 

17) Bukti kcpesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS 
Resehatan; 

18) Bukti tunas PBB 
(Jika ada 
peruballan/perbedaan/keticialcsesuaian, maka 
mcngacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku). 

4. 'yin Mendirthan Sekolah Bans (Pendidikan 
Dasar). 
1) Surat Permohonan; 
2) Identitas Pemohon; 

a. Fotokopi KTP. 
b. Fotokopi NPWP (bagi pemohon 

perorangan). 
Fotokopi Kartu Izin Tinggal (KITAS) 
atau VISA bagi WNA. 

3] Rencana Induk Pengembangan 
Satuan Pendidikan (RIPS); 

4] Atka pendirian dan perubahan serta 
memperoleh pengesahan dani 
Kementerian Halt= clan Hak Azazi 
Manusia;  



5) Basil Stlidi IrClayakan tentang prospek 
pendirian dan i segi tata ruang, geogrags, 
dan ekologis; 

6) Flask studi kelayaktas tentang prospek 
pendirian dan i segi prospek pendaftar, 
keuangan, sosial, clan budaya; 

7) Data mengenai perimbangati antara 
jumlah. satuan Pendidikan formal 
dengan penduduk usia sekolah di 
wilayah tersebut; 

8) Data mengenai perkiraan jsrak sekolah 
yang diusulkan diantara sekolah formal 
yang sejenis; 

9) Data mcngenai kapasitas daya tampung 
dan lingk-up jaggkauan sekolah formal 
scjenis yang ad-a; 

10] Data-mengenai perkiraan pembiataan 
untuk kelangsungan Pendidikan paling 
sedikit untuk 1 (satt) tahun akademik 
berikutnya; 

11) Data mengenai status kepemilikan 
tanah dan/atau bangunan, yang 
dibuktikan dertgan dolcumen 
kepemilikan yang salt; 

12) Win Mendirikan Bangunan atau 
Pcrsetujuan Bangunan Gedung dengan 
fungsi hang-unan sekolah/fasilitas 
Pendidikan; 

13) Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 
rckomendasi lalu lintas untuk 
sekolah/fasilitas Pendidikan; 

14) Rckornendasi UKL-UPL 
(PRLH)/Rekomendasi AMDAL 
(SKKLH)/Persetujuan Lingkungan; 

15) Rekomendasi dan i Dinas Pendidikan dart 
Kebudayaan Kabupaten. 

16) Bukti tunas PBS. 
(Jika ada 
penabahan/perbcdaan/ketirlaltscsuaian, malt 
mengacu pada peraturan peruneang-
undangan yang berlaltu).  

5. lzin Pandirian Penchi:liken Xesetaraan 
(Faker A, B, dan C). 
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pendiri 
2) Susunan Pengurus dan unman tugas; 
3) Surat keterangan domisili dari Kepala 

Desa/Lurah; 
4) Keterangan kepemilikan atau latasa 

penggunaan tempat pembelajaran 
selama 3 (tiga) tahun; 

5) Akta Pendirian (Bagi Badan Hukum); 
6) Rencana Pengembangan satuan 

Pendidikan dengan mengacu pada 
Standar nasional Pendidikan. 

7) Rekomendasi dan i Dinas 
Pendidikan clan Kebudayaan 
Kabupaten; 

81 Potokopi NPWP; 
Bultti kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan BEMS  



KOSehatant 
10) =alai tunas PBS. 

6. lain Pendirian PAUD Baru (TX KB TPA 
dart SPS) 
a. Persayaratan Pendirian TX: 

1) Fotokopi identitas pendiri; 
2) Surat keterangan domisili 

dan i kepala clesa/lurah; 
3) Susuna_n pengurus dan rincian 

tug as 
4) Hasil penilaian kelayakan; 
5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) 

TX. 
6) Rencana peneapaian standar 

penyelenggaraan TX paling lama 3 
(tiga) tahun; 

7) Rekomendasi dart Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten; 
Fotokopi NPWR; 

9) Bukti kepesertaan 1312.1S 
Ketenagakerjaan dan BPJS 
kesehatan; 

10) Bukti tunas PBB. 
(Jika ada 
perubalism/perbedaan/ketidaksasugian, 
maka mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku). 

I,. Perayaratan Pendirian KB, TPA dan SPS: 
1) Fotokopi idaititas pendiri; 
2) Surat Keterangan domisili dari kepala 

desailurah; 
3) Susunan yengurus dan nneaan tugas 
4) Hasil penilaian kelayakan; 
5) Rencana pencapaign standar 

penyelenggaraan KEHTRA/S145 
paling lama 5 (lima) tahun; 

6) Rekomendasi dan i Kepa,la Ulnas 
Pendidikan dan Kebuclayaan 
Kabupaten; 

7) Fotokopi NPWP; 
8) Bukti kepesertaan SIMS 

Kotenagakeljaan dan BRIS 
kesehatan; 

9) Bukti lunas BBB. 
(Jika ada 
pe =bah an / p orb edaan/ ketidaltscsuaran, 
maka mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaleu)  

2 Remotion mengisi form 
Mekanisme, clan permohonandengan dilengkapi 
Prosedur persyaratan administrasi yang di tetapkan 

bails Sottcopy maupun hardcopy at= 
melakukan pendaftanan  



2 FetDOS pendaftalAll pefiZinan Meneha 
persyaretan administrasi sesuai dengan izin 
yang dimohon. 

3 Jika persyaratan administrasi perizinan 
lengkap, petugas Front Office melakukan 
pendaftaran den mengunggah persyaratan. 

4 Petugas Front Office memvalidasi dan 
memberikan tanda terima berkas 
permohonan, kemudian diteruskan ke Back 
Office. 

5 Pctugas Back Office melakukan penginputan 
data-data yang dibutuhkan patia draft 
naskah Din. 

6 Pejabat Fungsional yang membidangi 
perizinan melalcukan veritikasi dart validasi 
berkas/ dolmmen permohonan melalui 
lembar keno:tali. 

7 Draft naskah izin diserahkan ke Kabid 
untuk dilakuktm validasi. 

3 Naskah Min yang telah divalictasi 
sclanjutnya diberi penomoran dan 
penctapan izin. 

9. loin yang telah ditetapkan selanjurnya 
dilakukan penanclatanganan sec ara 
clektronik Men Kepala Dines. 

10. Petugas Back Office menceta k izin dan 
moneruskan Ice 
Front Office. 

11.Petugas Front Office menyerahkan izin 
kepada pemohon dengan meminta kembali 
bukti tanda terima berkas clan/atau 
mengirimkan melalui Enlail/WhatsApp, 
serta mengarahkan pemohon untuk mengisi 
kuesioner Survey Kepuasan Masyaralcat 
(SKM). 

A Flowchart terla • ' 
3 Jangka Waktu 

Pcnyelesaian 
1. Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA dan 

BPS), 3 (raga) hat kerja. 
2. Surat kin Operasional Sekokah Dasra 

Swasta), 3 (tiga) hari kerja. 
3. Surat Min Operasional Sekolah Menengala 

Pertarna Swasta), 3 (tiga) hart kerja. 
4. Izin Mendirikan Sekolah Baru (Pendidikan 

Dasar), 3 (tiga) hari kerja. 
5. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah 

Dasar, 3 (ttga) hart keno., 
6. Izin Pendirian PAUD Baru, 3 (tiga) 

hat kerja. (Setelah persyaratan 
diterima secara lengkap). 

4 Biaya/Tard Pelayanan ini ticlak berbiaya (Grads). 

5. Produk 
Pelayana 
n 

I. Surat Izin Operasional PAUD (TN, KB, TPA dan 
BPS). 

2. Surat Min Operasional Sekolah Dasra Swasta. 
3. Surat loin Operasional Sekolah Menengah 

Pertaiala Swasta 
4. Izin Mendirikan Sekolah Barn (Pendidikan 

Dasar) 
5. Perpanjangan Izin Oporasional Sekolah Damn 
6 Min Pendirian PAUD Baru. 



6 Penanganan 
Pengaduan, 
Saran, clan 
Manukan 

1 Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan 

2.  

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci 
mcnangani pengaduan yang berhubtuagan 
langsung dengan pelayanan yang mmajadi 
kewenangannya; 
Masyarakat dapat rnenyampaikan 
pengaduan, saran dan masukan melalui : 
a. Petugas pengaduan; 
F). Surat; 
C. Kotak pengaduan, saran dan masuk 
d. Survey Kepuasan Masyaralcat melalui 

3.  Pengaduan yang chsampaikan secara 
langsung dam dapat diselesaikan saat 
pengaduan diterima maka petugas 
pengaduan -dcan menyarnpaikan jawaban 
saat itu juga dengan sepengatehuan 
Masan/ pinapinan; 

4 Pengaduan yang mernerlukan kajian lebin 
lanjut akan diselesaikan melalui lahap ; 
a. Pemerlksaan lapangan 
b. Rapat koordinasi. 
Jasvaban atas pengaduan akan disampaikaaa 
secara hean atau tertalis. 

PELAVANAN (MANUFACTURING) PENGELOGAAN KOIWPOIVEN 
N KOMPONEN URALAN 
7. Dassr Hulcum 1. Undang-Undang Noinor 20 Tatum 2003 

tentang Sistem Perididikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 

tentang Pengelolaan clan Penyelenggaraan 
Pendidikan; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan clan 
Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang 
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformsak 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
NOMOr 15 Tabun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan; 

5 Peraturan Mentor; Pendidikan clan 
Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Kcrja Sama Penyelenggaraan dan 

• Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga 
Penthduseas Asing Dengan Lembaga 
Pendidikan di Indonesia; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan an 
Kcbudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang • 
Pedoman Pendirian, Perubahan clan 
Penu tupan Satuart Pendidikan Dasar dart 
Menongalt; 

7 Peraturan Menteri Pendidikan dart 
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia 
Dini; 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Homer 138 
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanar:. Torpadu Satu Pinta; Daerah. 

7 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 
Nomer 4 Tabun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saba 
Pintu. 

8 Peraturan Bupati Key in c i Nomor 19 



Ta500 2025 tentang Pendclegaslan 
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan 
dan Non Perizinan Berusaba. Berbasis 
Risike Kcpada Kepala Dinas Penanarnart 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kerinci. 

8. Sarana, 
Prasarana 
dan/atau 
Fasilitas 

Tana : 
a. Perangkat Komputer, printer clan scaner 
b. Alat 'lithe Kantor 
c. Sistcm Informasi Manajemen Perizinan 
Terpadu DPMPTSP 

d. Blanko/Formuhr join 
e. Brosur pengurusan izin 
I Papal informasi dan persyaratan izin 
g. Telepon 
Ii, Website. 
'. Savings)]. Internet. 
. Kotak penganuan. 

Ii. 
i.  
j.  

I. 

k. KaIlaera pengawas CCTV. 
I. Mesin fotokopi. 
re. Pendingin ruangan. 
n. Televist 
o. Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 
p. Alat pengukur kepuasan layanau 

Prasarana : 
a. Loket infonnasi. 
b. Loket Pelawman. 
C. Mesin Antrian. 
it Loket Administrasi Perizinan (Front 

Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back 
Office) 

a Loket Pengaduan. 
f. Ruang layanan konsultasi. 
g Loket Pengambilan Bin 

Loket Kasir/bendahara 
Ruang Penyimpanan Arsip. 
Ruang tunggu. 

k. Ruang rapat. 
RUELlag laktasi. 

m. Ruang bermain anak. 
n. Ruang Perpustakaan. 
o. Ternpat ibadah 
p. Halaman Parkir. 

9 Kompetenst 
Polaksana 

a. Pejabat Struktural 
- Memiliki kompetensi dan kewenanpan 

dibidang perizinan. 
- Menguasai prosedur tentang penerbitan 

Min, 
- Mengetahui dan memahami peraturan 

terkait perizinarn 
- Mentennhi kualifikasi sebagairnana 

telah ditetapkan data= dok-umen 
standsu-  kompatensi until( jabatan 
terkait. 



b. Petugas Front 
- Pendidikan 

SMA/Sederajat. 
- Pengalaman 
- Berwawasan 
- Pengetahuan 

• Memahami 
• Memaharni 

perizinan. 
• Mengetahui 

penerbitan 
- Keterampilan 

• Dapat 
• Rareah 

pclanggan. 
• Dapal 

- Disiplin, 
- Berpenampilan 

c. Betakes Back 

Office 
: Minimal luluscm 

: - 
luas. 
Kerja : 
tupoksi unit kedanya. 
mckanisme clan administrasi 

dan mernahami tata cara 
izin scktor PUPR. 
Kerja ) 

mengoperasikan computer. 
clan berorientasi pada kepuasan 

bekerjasama dal= tim. 
Jujur clan Bertmaggung jawab. 

Menarik 

Office 

- Pendidikan ; Lulusan D3 atau Sr emua 
jurusan). 

- Pengalarnan : - 
- Berwawasan bias. 
- Pengetahuan Keda : 

• Memalacuni tupoksi unit kerjanya. 
• Men-Jaime-mi mckanisme data administrasi 

perizinan. 
• Mengetahui dan memahami tata can 

penerbitan izin sektor Pendidikan. 
- Keterampilan Kerja : 

• Dapat mengoperasikan computer. 
• Dapat belccrjasama dream tim. 
• Teliti dan cermat. 
Disiplin, Jujur clan Bertanggung jawab. 

d. Tim Takata 
- Pcndidikan : Lulusan Si (semua jurusan). 
- Pcngalaman : - 
- Bcrwawasan luas. 
- Pengetahuan Kerja : 

• Memahami tupoksi unit landanya. 
• Memahami mekanisme dan administrasi 

perizinan. 
• Mengetahui clan mcmahami tale_ cara 

penerbitan izin sektor Pertanian. 
Keterampilan Kerja : 
• Dapat mengoperasikan computer. 
• Dapat bekerjasama dalam tim. 
• Teliti dan cormat. 
Disiplin, Jujur dan Eicrtanggung jawab. 

kualifikasi sebagai anggota Tim Memenuhi 
Telcnis. 



10. Pengawasan 
Internal 

1. Pemantauan ffinerja ffilakukan dengan 
menggunakan loartu kendali pelayanan yang 
melekat pada berkas pelayanan. 

2. Kartu kendali ini altar' mengikuti proses 
perjalanan berkas dart satu petugas ke 
petugas lainnya dari mulai cliterimanya 
berkas hi_ngga pemprosesan berkas selgsai. 

3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan 
tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai 
clangour' alurnya. Deogan demikian akan 
dapat diketahui dimana letak kesalahan jika 
terjadi keterlambatan atau penyelesaian 

yang tidalc sesuai dengan waktu pelayanan 
yang telah ditentukan. 

4. Kartu kendali akan dikumpuffian setiap 
waktu atau Ketika terjadi komplain dari 
pemohon untuk ditindaklaniuti. 

1. Jumlah 
Pelulffiana 

Jumlah petugas yang terlibat untuk 
melak-ukan pelayanan setiap izin Uenis 
layanan ini adalab 17 (tujuh belated orang, 
yakni: 
- I orang pejabat eselon II 
- I orang pejabat struktural/adnainistraton 
- 3 orang pejabat fungsional/setara eselon IV. 
.4 orang petugas Front Office. 
•8 orang petugas Back Office. 
4. Jun-nab personil tim teknis menyesuaikan 

kebutuhan. 
12.  Jaminan 

Pelayanan 
a. Apabfia produk layanan sudah selesar maka 

petugas wajib menginformasilcan kcpada 
pemahonmelaffii Telepon/WA/Tracicing 
System. 

h.Apabila layanan sudah selesai clan produk 
datum waktu I (satu) bulan dart tanggal 
selesainya belum diarnbil 

pemohon, maka petugas mernbuat 
pemberitahuan kepsda pemohon agar segera 
mengambil produk layanan tersebut 

13.  'Sunman 
Kearnanan dan 
Keselarnatan 
Pelayanan 

1.  

2.  

3.  

4.  
5_ 
6. 

Untuk menja_min keamanan dalam . 
penyelenggaraan pelayanan disediakan 
petugas keanaanan yang akan ditugaskan di 
area loket pelayanan. 
Gadung pelayanan dileng,kapi dengan Alat 
Pernada_m Api Ringan (APAR) serta kamera 
CCTV. 
Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi 
tondo_ tangan clektronik, sehingga dijamin 
keashannya. 
Surat Izin/Surat Kcputusan Izin 
menggunakan kertas berkop Dinas 
Pada sac izin dilengkapi dengan barko1e. 



14 Evaluasi 
kinerja 

Evaluasi kinerta pelaksana chrnaksuclkan untuk 
mengetahui seberapa jacth pelaksruman kegiatan 
sesuai dengan stanclar pelayanan. Adapun 
upaya ini akan dilaksanakan dengan: 
a. Mclakukan survey indeks kepuasan 

masyarakat 
al. Survey dilalculeam kepada masyarairat 

pengguna layanan Dinas Penamanan 
Modal clan Pelayanan Terpadu Sate: 
Pintu Kabupaten Kcrinci untuk 
mengatkur mufti dan kualitas pelayanan 
kepada Masyarakat aorta untuk 
mengatahui tingkat Impuasan 
masyarakat den menjaring kcluhan 
terhadap pelaksanaan pelayanan. 

a.2. Survey dilakukan secara tams 
menerus dengan meminta kepada 
pengguna layanan untuk naengisi 
kamsioner yang terdapat pada Survci 
Kepuasan Masyarakat online dengan 
alarnat http://www.Iaporgoid  pada 
saat menganabil naskah perizinan 
dan/atau nonperizinan di Dinas 
Penanaman Modal dart Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupatan 
Kerinei. 

a.3 Pengolahan data untuk mengetahui 
angka Indeks Kepuasan Masyarakat 
dilaltarkan seeara periodik setiap 
Semester (enam bulan 

a.4. Hasil survey berdasarkan pedoman 
pcngolahan data SKM (Peraturan 
Menteri Pcndayagunatan Aparatur 
Negara dart Refonnasi Birokrasi) 

a.S. Hasil survey dengan indcks persepsi 
neurang batik" ditindaklanjuti dengan 
melakukan pembabasan bersatna 
bagian terkait untuk dicarikart jalan 
keluar untuk dapat meningkatkan 
indcks dan dibuatIcan perencanaan 
tindak lanjut untuk perbaikan pada 
unsur-unsur yang dinilai masih 
rendala. 

b. Pcnilaian kinerja pegawai Neb. ScItretaris 
DPMPTSP Kabupaten Kerinci. 

7. Persetujuan Kescsuaian Kegiatan Pcmanfaatan Ruang 
(PKKPR)/Kontarmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang KKKPR) 



NC) KOMPONEN NRAISN 

ICOMPO.NEN PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) 

1. 

2 

Persyaratan Pelayanan Persetujuan Kesesuaian 
Pemanfaatan Ruang 
(PKI‘PR)/Konfirmasi 
Kegiatan Pemanfaatan 
1. Surat PerrtiOhOnan 

memuat paling 
a. Koordinat 
b. Kebutuhan 

pemanfaatan 
C. Informasi 
d. Inforrnasi testis 
e. Rencana jumlah 

bangunan 
pembangunan 

E Rencana Isms 
bangunsaa 

Kegiatan 

Kesesuaian 
Ruang KKKPR) 

dengan 
sedikin 

lokasi; 
luas lahan kegiatan 

ruang; 
penguasaan tanah; 

usaha; 
lantai 

(jika ada rcncarta 
gedung); 

lantai 
(jika ada rencana 

gedung); clan 
bangunan 

rencana induk 

Berusaha 
berusaha); 

penggunaan air 
jika kegiatan 

terhadap 
den kualitas air 

pembangunan 
g. Rencana teknis 

dan/atau 
Kawasan. 

2 Potokopt KTP; 
3 Ejotokopi NPWP; 
4 Nomor Induk 

(untuk kegistan 
5 Dokumen rencana 

baku/air bersih 
usaha berdampalc 
ketersediaan 
baktx/air bersih); 

6. Pcrtimbangan 
Pertanahan; Pika 

an, maka mengacu 
perundang- undangan 

Teknis dad Kantor 
ada 

perubahem/perbedaan/ketidaksesuai 
pada peraturan 

yang berlakuj. 
SiStOrn, Mekanismc, dan 
Prosedur 

1. OPD/Tim teknis 
berkas Pertek 
Use- 

2. Kepala Dinas 
dart validasi 
PNBP. 

3. Pemohon clonal 
Konfirmasi/Persetujuan 
xnelalui OSS. 

(Alur/ Flowchart teriampir) 

mengupload 
dart PNBP melalui 

melakukan veritikasi 
berkas Pertek clan 

melihat 
KKPR 

3. Jangkia Waktu 
Penyelesaian 

Porsctujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 
(PKKPR)/Konfirmasi Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKKPR), 
20 (dun putulp had kerja. (Setelalt 
persyaratan diterima secara lengkap) 

4_ BiayaJTarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 
sesuai 
ketentuan. 

S. Produk Pclayanan Persetun_san Kesesuman Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 
(PKKPR)/KonErmasi Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Huang ICKICPR) 

6. Penanganan Pengaduan, 
Saran, dan Masukan 

1. Dines Penanarnan Modal clan 
Pelayanan Terpadu Sant Pintu 



Kabupaten Kerinci MenangaIll 
pengaduan yang 
bcrhubungan Imagining dengan 
pelayanan yang menjadi 
kewenangannya; 

2. Masyarakst dapat menyampaikan 
pengaduan, saran dan masukan 
melalui: 
a. lectugas pengaduan; 
b. Surat; 
C. Kaiak pengaduan, saran dart 

masuka 
d. Survey Kepuasan Masyarakat 

melalui elarnat 
httrr/ /www.lapor id go  

3. Pengaduan yang disanapaikan 
secara langsung da d v t 
diselesaikan seat pongaduan 
diterirna maka petuges pengaduan 
akan rnenyampaikan jawaban saat 
itu jugs dengan sepengatahuan 
atasan/pimpinan; 

4. Pengaduen yang memerlukan 
kajian lebih lanjut akan 
diselesaikan melalui tahap; 
a. Pemeriksaan lapangan 
b. Rapst koordinasi. 

-Jawaban atas pengaduan akan 
disampaikan secara lisan atau 
tertulis. 

ICOMPONEN PEJVGELOLAAN PELAVANAN (MA N(JFACTURNVG)  
Dasar Hu_kum 1. Unclang-Undang Nomor 25. Tahun 

2009 tentang Pelaya_nan Publik; 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja; 
3. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 
tentang PenyeIenggaraan Perizinan 
Berusaha Bcrhasis Risike; 

4. Peraturan Pemerintah Namur 6 
Tahun 2021 tentang 
Penyclanggaraan Perizinan Berusaha 
di Daeralr, 

5. Peraturan Menteri Pcndayagunaan 
Aparatur Negara dam Reformasi 
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar 
Pelayanan; 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Pelalcsanaan Kesesuaian 
Pemanfaatan Rum-1g dan 
Sinkronisasi Program Pemanfaatan 
Ruang; 

7. Peraturan Badan Koordinasi 
Ponanarnan Modal Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Pelayanan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
don Inisilitas Pencinemato Modal;  



Reratlltan Menten DalaM Negeri 
Nomor 138 Talmn 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Daerah. 

8. 

• 

• 

11. Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Romer 4 Tahun 2019 
Lantana Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 
19 Tahun 2025 tentang 
Pendelegasian Kewenangan 
Penyelcnggaraan Per zinan dan Non 
Pcrizinan Berusalla Derbasis Risiko 
Kcpada Kepala Dinas Penarmman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu KabupaLen Kerinci, 

8 Sarana, Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

Sarana: 
a. Perangkat Komputer, printer dan 

scaner 
b. Mat Tulis Kantor 
c. Sistem 1nfonnasi Manajemen 

Perizinan Terpadu DPMFTSP 
cl. Blanko/Formitlir Isar 
e. Brosur pengurusan izin 
I. Papan informasi dan persyaratan 

izin 
g. Telepon 
I). Wcbsite. 
i. ,laringan Internet. 
j. Ratak pengaduan. 
k. Kamera pengawas CCTV. 
1. Resin fotokopi. 
m.Pendingin ruangan. 
n. Telovisi. 
a Mat Pemadam Api Ringan (AFAR). 
p. Alat penguktur keptiasan layartan. 

Prasarana: 
a.. Loket Inforrnasi. 
b. Loket Pelayanan. 
c. Mesin Antrian. 
d. Loket Administrasi Perizinan (Front 

Office) dan Tim Teknis Perizinan 
(Back Office) 

e. Loket Pongaduan. 
I. Ruang layanan konsultasi. 
g. Loket Pengambilan iZeill 
II. Loket Kasir/benclahara 
I. Ruang Penyimpanan Arsip. 
j. Ruang lunggu. 
k. Ruang rapat. 
I. Ruang laktasi. 
m. Ruang harm sin anak 
n. Ruang Perpustakaan. 
0. Ternpat ibadah 
p. Halarnan Parkin 



a Pejabat Struktural 
- Memilild kompetensi clan 

kewenangan dibidang 
peddinan. 

- Mengruasai prosedur tentang 
penerbitan izin. 
Mengetahui dan memahami 
peraLuran terkait perizman. 

- Memenuld kualifikasi 
sehagaimana telala 
ditetapkan dalam dokumen 
standar kompetensi untuk 
jabatan terkait. 

b-Petuaaa Front Office 
- Pendidikan 

Minimal hilusan- 
SMA/Sederatat 

- Pengalamarn 
Berwawasan luas. 

- Pengetahuan Kerja: 
• Merratharni tupoksi unit 

kerjanya. 
• Memahami mekanisme dan 

administrasi perisinan. 
• Mengetahui drat 

memaharni tata cara 
penerbitan isin sektor 
PUPR. 

Keterarnpilan Kerja: 
• Dapat mengoperasikan 

computer. 
• Rarnah dan berorientasi 

pada kepuasan pelanggan. 
• DapM bekerjasarna dsdam tim. 
Disiplin. Jujur clan Bertanggaing 
jawab. 
Be enaregilan Menar 

9 ompetensi Pelaksan 

• 



C. Petngas Back Office 
- Pendidikan : Lulusan D3 

atau Sr (semua jurusan). 
- Pengalaanan: 

Berwawasan luas. 
- Pengetahuan Kerja: 

• Memabami tupoksi unit 
kerjanya. 

• Memaharni enekanisme clan 
administrasi periztnan, 

• Mengetalmi dim 
mernahami tata cara 
penerbitan izin sektor 
Pertanian. 

- Keterampilan Keno: 
• Dapat mongoperasikan 

computer. 
• Dapat bekerjasarna detain tim, 
• Teliti dan cerrnat. 

- Disiplin, Jujur dan Bertsaaggung 
jawab. 

d. Tim Teknis 
- Pclidictikan : Luluson Si (semua 

jurusar). 
- Pengalaman: 

Berwawasan luas. 
- Pelage-MI-man Kerja: 

• Memaharai tupokei unit 
karjanya. 

• Memabami mekanisme clan 
administrasi perizimm. 

• Mongetahui clan 
memaharni tata eara 
pencrbitan izin sekt 
Pertanian. 

- Keteranapilan Kerja: 
• Dapat mengoperasikan 

computer. 
• Dapat beketjasama dalam tin. 
• Teliti dan cermat. 
Disiplin, Jujur clan Bertangmang 
jawab. 

- Memenutil kualifikasi sebagai 
anggota Tim 
Telcnis. 



0. FellgalVPSall Internal 1. ()mantaPan kmerja dilakukan 
dengan menggunakan kartu 
kendali polayantua yang malekat 
pada berkas pelayanan. 

2. Kartu kendthi ini akan mengficuti 

3. Satiap 

jika 

di 
4. Kartu 

se 

proses perjalanan (parkas dan i satu 
petugas 
mulai 
pemprosesan 

para.( 

ke petugas lainnya dad 
diterimanya bcrkas hingga 

berkas selesai. 
petugas wajib melakukan 

dan tanggal penyerahan dan 
pcnerimaan 
Dengan 

sesuai clangs!) alumya. 
demilcian akan dapat 

diketahui 

penyelesaian 
sesuai 

dimana letak kcsalahan 
terjadi keterlarnbatan atau 

pelayanan yang tidak 
dengan waktu yang [elan 

entukan. 
kendali akan dikaimpulkan 

iap waktu atau Ketika terjadi 
komplain 
ditindaklmajuti. 

dari pemohon untuk 

11. Jumlah Pelaksana Join 

Din/ 
mebakitkan 

ah petugas yang terlibat untuk 
pelayanan setiap 

enis layanan ini adalah 17 
belas) orang, yalmi: 

pcjabat eselon II 
pejabat 

pejabat fungsional/setara 
strulctural/administrator. 

(taljuh 
- 1 orang 
- 1 orang 

-3 orang 
esclon 

-4 orang 
-8 orang 

IV. 
petugas Front Office. 
petugas Back Office. 

4) RamIah 

kethauhan. 

personil tim 
teknismenyesuaikim 

12 Jumman Pela anan a. Apabila 
seiesai 

xnelalui 

h. Apabila 
selesai 

• bulan 
diarnhil 

•roduk 

menginformasikan 

System. 

produk Iayanan sudah 
maka petugas wajib 

kepada pcmohon 
Telcpon/WA/Tracking 

produk layanan (Judah 
dan deism waktu 1 (satu) 

membuat 
parathion 

dad tanggal selesainya belum 
pemohon, maka petugas 

pemberitahuan kepada 
agar sagera mengambil 

layanan tersebut 
3 Jaminan Kearnanan dan 

Keselamatan Pelayanan 
1. Untuk 

area 
2. Gedung 

Mat 
sorta 

3. Surat 

4. Surat 

5.Pada 

kearnanandalam 
pelayanan 
keamanan 

menjamin 
penyelenggaraan 

disediakan petugas 
yang akan ditugaskan di 

dibubuhi 
sehingga 

menggunakan 

Ioket pelayanan. 
pelayanan dilengkapi dengan 

Pemadam Api Ringan (AFAR) 
kamera CCTV. 

izin/Surat keputusan izin 
tanda tangan claktronik, 

dijamin keasliannya. 
Izin/Surat. Keputusan Izin 

kertas berkop Dinas 
SK thin dilen,ak •• den 'an  



• barkode. 

14. Evaluasi Kinctja Evaluasi Icinelja pelaksana 
dimaksudkan untuk mengetahui 
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan standar pelayanan. 
Adapun upaya in' akan dilaksanakan 
dengan: 
Melakukan survey indeks kepuasan 
masyarakat 

al. Survey ditalcukan kepada 
masyarakat pcnggunalayanan 
Dinas Penanarna_n Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 
Kabupaten Kerinci untuk 
mengukur mutu dan lcualitas 
pelayanan kepada Masyarakat 
serta untuk mengatahui 
tingkat kepuasan masyarakat 
dan menjaring kalif har: 
terhadap polaksanaan 
pelayanan. 

a.2. Survey dilakukan secara 
terus menerus dengan 
mcminta kepada pengguna 
layanan untuk mengisi 
kuesioner yang terdapat pada 
Survei Keptiasan Masyarakat 
online dengan alarnat ha 

pada saat 
mcngannbil naskah perizinan 
dan/atau nonperizinan di 
Dinas Penanarnan Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Kerinci. 

a.3 Pengolahan data untuk 
mengetahui angka indeks 
Kepuasan Masyarakat 
dilakukan secara periodik 
setiap Semester (enam bulan 
sekali). 

a.4. Hasil survey berdasarksua 
pecloman pengolahan data 
SKM (PerEauran Menteri 
Pcndayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi) 

a.S. Hasil survey dengan indeks 
persepsi "lcurang balk" 
ditindaklanjuti dengan 
melakukan pembahasan 
balsams bagian terkait untuk 
dicarikan jalan keluar untuk 
dapat meningkatkan indeks 
dan dibuatkan pereneanaan 
tinclak lanjut untuk 
perbaikan pada unsur-unsur 
yang dinilai masill rendala. 



b Penilaian kinelja pegawai ash 
Sekretaris DPMPTSP Kabupaten 
Kerinci. 

SEKTOR LINGKUNGAN  

1. Surat Keputusan Kclayakan Lingkungan Hidup ISKKLT-T) 
2. Surat Keputusan Ketidaklayakan-  Lingkungan Bidiap. 

PELA YA .01N SERVICE DELIVER 0NrPONEN PENÃ YAMPAIAN 
KOMPONEN URAIAN 

Peroyaratab Pclayanan A. Surat Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup (KKLH) 
1. Dolcumen AMDAL yang telah 

disetujui; 
2. Rekomendasi Kelayakan 

darn Tim Uji Kcahlian; 
3. larldi kepesertaan RIMS 

Ketenagakerjaan dan RIMS 
Kesehatan; 
Mika ads 
perubaban/perbedaan/kctidakse 
suaian, maim mengisou pada 
peraturan perundang-
undangan yang Palatal 

B Keputusan Ketidaklayakan 
Lingkungan Hidup. 

1. Rekomendasi Ketidaklayakan 
dari Tim Uji Keahlian; 

2. Huhn kepesertaan BBIS 
Ketenagakerjaan dan RBIS 
Kcsehatan; 
(flika ada perubahan / perbedaan 

/ ketidalcsesuaisaa, maim 
mengacu pada perfauran 

2 Satan, Mekamsme, dan 
Prosedur 

1. Pemohon incngisi form permohonan 
dengan dilengkapi persyaratan 
administrasi yang ditetapkan baik 
softcopy maupun hardcopy atau 
melakukarn pendaftaran. 

2. Petugas pcndaftaran perizinan 
rneneliti persyaratan adm inistrasi 
sealer dengan izin yang dimohon. 

3. Jika persyaratan administrasi 
perizinan langkap, petugas Front 
Office melakukan pendaftaran. 

4. Petugas Front Office memvalidasi 
clan mcmlicrikan tanda terima 
berkas permohonan, kemudian 
diteruskan ke Back Office. 

5. Petugas Back Office melakukan 
penginputan data-data yang 
dibutuhkan pada draft naskah Win, 

6. Pejabat Fungsional yang 
membidangi perizinan melalcukan 

7. Draft naskale izin diserahkan ke 
Kabid untuk dilalcukan validasi. 

0 Naskah izin yang telah divalidasi 
selanhanya diberi pa/roman-111 dan 
.eneta.an izin 
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9. lzm yang telah chtetapkan 
selanjutnya dilalzukan 
penandatanganan secara elcktronik 
oleh Kepala Dinas. 

10.11etugas Back Office meneetak Min 
dan meneruskan Ice Front Office. 

11.Petugas Front Office menyerahkan 
izin kepada pemohon dcngan 
meminta kembali bukti tanda 
terima berkas dan /atau 
mengirimkan melalui 
Email/WhatsApp pemohan, scrta 
mengarahkan pemohon untuk 
mangier Inacsioner Survey 
Kepuasan Masyarakat (SKM). 

ffilurr Flowchart terlampir) 
Jangka Waktu 
Penyelesaian 

1. Kepulusan Kelayaltan 
Linglcungan Hidup (KKLH), 3 
Eigal hari kmja. 

2. Keputusan Ketidalclayakan 
.Lingleungan Hidup, 3 (tiga) hari 
kerja. 
(Setelah persyaratan diterirna secara 
lengkap). 

4 ya/Tarif Grabsitanpa Maya. 
5 Produk Pelayanan 1. Keputusan Kelayakan 

Lingkungan Hidup (KKLH) 
2. Keputusan Ketidaklayakan 

Lingkungan Hidup. 
6 Penanganan Pengaduan, 

Saran, dan Masuktm 
I. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadar Satu Pintu 
Kabupaten Kenner mcnangani 

2. Masyarakat dapat mcnyampaikan 
pengaduan, saran dan masukan 
=Malta : 
a. Petugas pengaduan; 
b. Surat; 
c. Survey Kepuasan Masyarakat 

melalui alamat 
lattp] alVVVVV.lapor.goad 

3. Pcngactuan yang disampaikati 
secara langsung dan dapat 
diselesaikan saat pengaduan 
diterima maka petugas pengaduan 
akan menyampaikan jawaban saat 
itu juga dengan sepengatahuan 
atasan/pimpinan; 

4. Pengaduan yang memerlukan 
kajian lebih lanjur ak 
diselesaikan melalui talaap ; 
C. Pcmcriksaan lapangtua 
d. Rapat koordinasi. 
Jawaban atas pengaduan akan 
disampaikan secara lisan atau 
tertulis 



OMPONEN PENGELOLAAN PELA YANA N MANUFACTURING) 
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik; 
2. Undang-Undang No= 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

3. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko; 

4. Peraturan Pcmerintah Nomor 6 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Seruzaha 
di Daerah; 

5. Peraturan Pemerirrtah Nomor 22 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan clan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara clan Reformasi 
13inalcrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar 
Pelayanan; 

7. Peraturan Menteri Lingkungan 
laidup clan Kehutanan Nornor 3 
Tahun 2021 tentage; Standar 
Kegiatan Usaha pada 
Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Lingkungan Hidup; 

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Komar 138 Tabun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Daerah; 

9. Peraturan Badan Koordinasi 
Modal Namur 4 Tahun Penanaman 

2021 tentang Tata Cara Pelayanan 
Berusaha Berbasis Risiko Perizinan 

dan Ilasilitas Penanaman Modal; 
10. Pertauran Daerah Kabupaten 

Kerinei Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pclayanan 
Threat-lu Satz Pinta 

11. Peraturan Bupati Kevin ci Nomo 
19 Tahun 2025 tentan 
Pendelegasian Kewenangan 
Penyelenggaraan Perizinan dan No 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
Kepada Kepala Dinas Penanagn 
Modal dan Pelayanan Terpadu Sat  
Pinta Kabupaten Kerinei. 

Samna, Prasarana Sarana • 
a. Perangkat Komputer. Printer gran dangatau Fasilitas 

sooner 
b. Alat Tulis Kantor 
C. Sistem Informasi 
Manajemen Perizinan 
Terpadu DPMPTSP 
d. Blanko Formula izin 



a HIPSUP penglitilsan izin 
f. Papan infomaasi clan sya tan pc 

isin 
g. Telepon 
I'. Welssite. 
I. (Iaringan Internet. 
j. Kotak pengmluan. 
k. Kanscra pengawas CCTV. 
L Mesin fotokopi. 
m. Pendingin ruangan. 
n. Televisi. 
o. Alat Pemadana Api Ringan (APAR). 
p. Mat pengukur kepuasan layanan 
Prasarana : 
a. Loket informasi. 
b. Loket Pelayanan. 
c. Mesin Antrim). 
d. Loket Administrasi Perizinan (Front 

Office) dan Tim Teknis Perizinan 
(Back Office) 

0. Loket Pengaduan. 
f. Ruang layanan konsultasi. 
g. Loket Pengambilan Iran 
h. Loket Kasir/bendahara 
i. Ruang Penyimpanan Arsip. 
j. Ruang tunggia. 
k. Ruang rapat. 
I. Ruang laktasi. 
m. Ruang bennain anak. 
n. Ruang Perpustakaan. 
o. Tempat ibaclah 
p. Halaman Parkin 

I.1111•1111 



a. Pejabat Struktural 
- Memilild kompetensi dan 

kewenarigan dibidang 
perizinan. 

- Menguasai prosedur tentang 
penerbitan 

- Mengetahui dan memahann 
peraturarr terkait perizinan. 

- Memenula lcualifikasi 
nonagannana telah 
ditetapkan dalmn dok-urnen 
standar kompeteasi tuatuk 
jabatmo terkalt. 

b.Petugas Front Office 
- Penchi:liken : 

Minimal lulusan- 
SMA/Sederajat. 

- Pengalaman : 
Berwawasan luas. 

- Pengetahuan Kerja 
• Memaharni tupoksi unit 

kerjanya. 
• Mcmahruth mekanisme dab 

administrazi perizinan. 
• Mengetahui clan 

memaharni tata cara 
penerbitan izin sektor 
PUPA. 

Keterampilan Karla : 
• Dapat mengoperasikan 

computer. 
• Rarnala clan berorientasi 

pada kepuasan pelanggan. 
• Dapat bekenasama dalam tim 

- Disiplin, irujur dan Bertrargoung 
janiab. 

- Berpennmpilan Menarik. 

C. Petugas Back Office 
- Pendiclikan : Lulusan D3 atau 

Si (semua jorrusank 
- Pengalaman : 

Barwawasan luas. 
- Pengetahuan Kerfa 

• Memahami tupoksi unit 
kerjanya. 

• Memahami mekannime dart 
arlministrasi perizinan. 
Mengetahul dan memalaami taka 
can penerbitan izin sektor 
Pert anian. 

ompetensi Pelaksana  

11- • 



- Keterampilan Kerja : 
• Dapat xnengoperasikan 

computer. 
• Dapat bekerjasama dalam tim. 
• Teliti dan cermat 

- Disiplin, Jujur clan Bcrtanggung 
jawab. 

&Tim Teknis 
- Pendidikan : Lulusan Si (senaua 

jurusan). 
- Pengalaman 
- Berwawasan luas. 
- Pengetahuan Kerja : 

• Memahami tupoksi unit 
kerjanya. 

• Memahami mekanisme clan 
administrasi perizinan. 

• Mengetahui dan 
memahami tata cara 
penerbitan izin sektor 
Pertanian. 

- Keterampilan Kerja : 
. • Dapat mengoperasikan 

computer. 
• Dapat bekerjasama dalam tim. 
• Teliti clan cernaat. 
Disiplin, Jujur dan Bertanggung 
jawab. 

- Memenuhi Inualifikasi sebagai 
anggota Tim Teknis. 

O Pengawasan jntenial 1. Pemantauan kinerja dilak-ukan 
dengan mengg-unakan kartu 
Ian-Adak pclayanan yang mclekat 
pada berkas pelayanan. 

2. Kartu kendali ini akan mengikuti 
proses perjalanan berkas dan i saw 
petugas ke petugas lainnya dart 
mulai diierimanya berkas hingga 
pemprosesan berkas selesai. 

3. Setiap petugas wajib melakukan 
paraf dark tanggal penyerahan dan 
pcnerimaan sesuai dengan elurnya. 
Dcngan demildan akan dapat 
diketahui dimana letak kesalahan 
jika terjadi keterlambatan atau 
penyelesaian pclayanan yang ticlalc 
sesuai dengan waktu yang telah 
ditcntukan. 

4. Kartu kendali akan dikumpullcan 
setiap walctu atau Ketika terjadi 
komplain dari pemohon untuk 
ditindaldanjuti.  



•  

11. Juinlah Pelaksana JUMiall petugas yang terlibat untuk 
melakukan pelayanan setiap 
izin/jenis layanan ini ada1ah 17 
(tujula belas) Prang, yakni: 
- 1 orang pejabat eselon II 
- 1 prang pcjabat 
strukrural/administrator. 

-3 orang pejabat fungsional/setara 
eselon IV. 

-4 orang petugas Front Office. 
-8 orang pctugas Back Office. 
•:( ..tumlah personil Lim glans 

mcnyesuaikan kebutuhan. 
12. traminan Pclayanan a. Apabila produk layanan sudah 

sclesai m  lac petugas avajib 
menginformasikan kepada pemohon 
melalui Telepon/WA/Traelcing 
System. 

b. Apabila produk layanan sud 
selesai dan clalarn 
avalctu 1 (satu) bulan da ' 
tanggal aelesainya 
belum diambil Remotion, maim 
petugas membuat pemberitahuan 
kepada pemohon agar segera 
mengambil produk layanan tcrsebut. 

13 Jaminan Keamanan clan 
Keselarnatan Pelayanan 

1. Untuk menjarnin keamanan 
2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan 

AIM Pemadam Api Ringan (APAR) 
Berta kamera CCTV. 

3. Surat izin/Surat keputusan kin 
ciibubuhi Landa tangan elektronik, 
schingga dijarnin kcasliannya. 

4. Surat lzha/Surat Keputusan Izin 
menggunakan kertas berkop Dinas 

5. Pads SK Din dilenglcapi dengan 
barkode. 

14. Evaluam Kincrja Evaluag Icinerja pelaksan 
dimaksudkan untuk mcngetahui 
seberapa jauh pelalcsanaan kegiatan 
scsuai dengan standar pelayanan. 
Adapun upaya ini akan dilaksanakan 
dengan: 
a. Melaloakan survey indeks kepuasa 

masyarakat 
al. Survey dilalcukan kcpada 

masyarakat pengguna layanan 
Dinas Penanaman Modal clan 
Relayanan Terpadu Saw Pintu 
Kabupaten Kerinci untuk 
meng-uk-ur mutu clan lcualitas 

• pclayanan kepada Masyarakat 
serta untuk mengatahui 
tingkat kepuasan masyarakat 
clan menjaring keluhan 
terhadap pclaksanaan 
pelayanan. 

a.2. Survey dilakukan secara 
terus menelms clang= 
menainta kepada pengguna 
layanan untuk men isi 

• 



kuesioner yang terclapat pada 
Survei Keptiasan Masyarakat 
online dengan all:aunt 
hap]  asama pada 
saat mengambil naskah 
perizinari dan/atau non 
perizinan di Dinas Penanam an 
Model dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pint-u Kabupaten Kerinci. 

a.3 Pcngolahan data untuk 
mengetahui angka Indeks 
Keptiasan Masyarakat dilakukan 
secara perioclik setiap Semester 
(enarn bulan selcali). 

a.4. Basil survey berclasarkan 
pedoman pengolahan data SKM 
(Peraturan Menteri 
Pendayag-unaan Aparatur Regan' 
dan Reformasi Birokrasi) 

as. Basil survey dengan indeks 
persepsi "k-urang balk" 
dilindaklanjuti dengan 
melak-ukan pembahassua bersaraa 
bagian terkait untuk dicatikan 
jalan keluar untak dapat 
meningkatkan indeks clan 
dibuatkan perencanaan tindak 
lanjut untuk perbaikan pada 
unsur-unsur yang dinilai masila 
rendah. 

b Penilaian kinerja pegawai oleh 
Selcretaris DPMPTSP Kabupaten 
Kerin i 

ATI KERINCT, 

NADI 
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